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ABSTRAK 

Efektivitas Peogawasao Alokasi Dana Desa 
Oleh Iospektorat Kabupaten Buluogao 

Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

Hisfarini HF 
indhiel 701@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Alokasi Dana Desa 
(ADD) merupakan progam pemerintah daerah yang cukup strategis, namun masih 
terdapat kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ADD 
berdasarkan basil pemeriksaan yang dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten 
Bulungan. Maka perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pengawasan ADD 
oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dari segi keakuratan, ketepatan waktu, 
obyektif serta terpusat. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah mekanisme 
pengawasan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa, 
bagaimana efektivitas pengawasan ADD oleh Irispektorat Kabupaten Bulungan dan 
apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh 
lnspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran 
desa, untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan 
ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas 
anggaran desa · dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor 
penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan 
dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa. Penelitian dilakukan pada 
Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, 
yang kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi data, penyajian data dan 
penarikan kesir!ipufan. Hasil penelitian ·menunjukkan- bahwa (1) Pembinaan dan 

· ·pengawasan pelakSanaan . ADD -dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, unsur 
pemerintahan daerah yaituTim Fasilitasi Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 
serta Inspektorat Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat 
dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler (2) Efektivitas 
Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lnspektorat Kabupaten Bulungan masih 
belum efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu, obyektif serta terpusat, (3) 
Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD oleh Inspektorat 
Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa adalah 
sumber daya aparatur, kompetensi pemeriksa dan Program Kerja Pemeriksaan 
Tahunan (PKPT) yang belum menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang 
prioritas/strategis serta terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban 
(SPJ) pengelolaan ADD oleh desa. 

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas 
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ABSTRACT 

Effectiveness of Village Fund Allocation Monitoring 
By the Inspectorate of Bulungan District 

In Achieving Village Budget Accountability 

Hisfarini HF 
lndhiel 701@yahoo.com 

Post-Graduate Program of Universitas Terbuka 

This research is based on the idea that the Village Fund Allocation (ADD) is a 
strategic local government program, but there are still weaknesses and deviations 
that occur in the implementation of ADD based on the results of inspections 
conducted by the Inspectorate of Bulungan District. So it is necessary to do 
research on the effectiveness of ADD supervision by Inspectorate of Bulungan 
Regency in terms of accuracy, timeliness, objective and centralized The problem 
under study is how is the monitoring mechanism of the Village Fund Allocation in 
realizing the Village Budget Accountability, how the effectiveness of ADD 
supervision by the Inspectorate of Bulungan District and what are the factors 
inhibiting the effectiveness of ADD supervision by the Bulungan District 
Inspectorate in realizing Village Budget Accountability. The purpose of this study is 
to describe and analyze ADD policy in Bulungan District in realizing Village 
Budget Accountability, to describe and analyze the effectiveness of ADD 
supervision implementation in Bulungan District Inspectorate in realizing Village 
Budget Accountability and to identify and analyze inhibiting effectiveness factors of 
ADD supervision by Inspectorate of Bulungan District in realizing Village Budget 
Accountability. The research was conducted at Inspectorate of Bulungan Regency 
by using qualitative descriptive approach with data collection technique through 
interview and documentation, which then analyzed through data condensation 
stage, data presentation and conclusion. The results showed that (1) The guidance 
and supervision of the implementation of ADD was cil_rried out by .the Community,· 
BPD, the element of local government ie the Village-.Faeilitation -Teqm at ·the 
District and District Level and the Inspectorate of Bulungarl District. The 
implementation of supervision by the Inspectorate is carried out in an activity 
called regular inspection (2) The Effectiveness of Monitoring of the Allocation of 
Village Funds by the Inspectorate of Bulungan District is still not effective in terms 
of accuracy, timeliness, objective and centralized, (3) Factors inhibiting the 
effectiveness of ADD supervision by District Inspectorate of Bulungan in realizing 
village budget accountability are apparatus resources, examiner competence and 
Annual Working Program (PK.PT) which have not placed ADD as a priority I 
strategic check object and delay of reporting of responsibility report (SP J) 
Management of ADD by village. 

Keywords: Monitoring Effectiveness, Village Fund Allocation, Accountability 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Inspektorat Kabupaten Bulungan 

1. Prom 

Inspektorat pertama kali bemama Inspektorat Wilayah dan 

dibentuk oleh pemerintah untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah 

di Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia. Di Kabupaten Bulungan 

Inspektorat Wilayah kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas 

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di 

Kabupaten Bulungan. 

Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi 

daerah, sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan daerah, maka nama Badan Pengawas Daerah 

. dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 

2012 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bulungan Kabupaten Bulungan. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat 

sedikit perubahan dalam struktur organisasi Inspektorat. 

2. Susunan dan Struktur Organisasi 

Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, maka terbitlah Peraturan 

Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisas~ Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 

Bulungan, Adapun susunan organisasi digambarkan dalam bagan struktur 

organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan Lampiran 

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan 

Inspektur 

+ 
I Sekretariat I 

w " + 
Sub Bagian Sub Bagian 

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi 
dan dan Umum Dan 

Keuangan Pela po ran Kepegawaian 

+ + J, J, 

Irbanwil I Irbanwil II lrbanwil m lrbanwil IV 

J, ~ ~ J, 
Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok 
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan 

Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017) 

3. Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi 

-
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulwigan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai 

kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan berada 

dibawah serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 

kepada Bupati. 
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Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan 

daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten 

Bulungan menyelenggarakan fungsi : 

a). Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan 

rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah; 

b). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

bidang pembangunan; 

c). Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

bidang pemerintahan; 

d). Pemeriksaan, pengusutan, penguj ian dan penilaian tu gas pengawasan 

bidang kemasyarakatan; 

e). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

f). Pembinaan jabatan fungsional; 

g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Masing-masing bagian lnspektorat · Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 memiliki tugas dan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam 

melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif 

kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang 

meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, 
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pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, 

perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan 

fungsi: 

a) Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan serta 

pelaksanaan kegiatan Inspektorat; 

b) Penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta 

evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat; 

c) Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, urn um, 

perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian 

Inspektorat; 

d) Penghimpun dan pengelola Japoran hasil pengawasan/pemeriksaan, 

tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil 

pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan 

tahunan; 

e) Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan 

teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak 

lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi 

pengaduan masyarakat; 

f) Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, 

penilaian aparat administratif dan fungsional; dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 

denngan tugas dan fungsinya. 
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b. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi 

perencanaan program dan kegiatan tahunan, mengelola urusan 

keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi 

evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan atau pemeriksaan meliputi 

laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan, mengevaluasi laporan 

kinerja Perangkat Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

_ mengelola surat menyurat dan kearsipan, melaksanakari inventarisasi 

barang dan kekayaan, rumah tangga, mengelola administrasi 

kepegawaian dan tugas umum lainnya serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e. Inspektur Pembantu Wi !ayah I, II, III dan IV 

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan, 

menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta melaksanakan 
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pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa di masing-masing 

wilayah. 

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pernbantu Wilayah I, 

II, III dan IV menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas 

pengawasan/ pemeriksaan di wilayah; 

b) Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah; 

c) Pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas 

pengawasan/ pemeriksaan di wilayah; 

d) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

e) Penyelenggaraan pemerintah desa; 

t) Reviu rencana kerja anggaran; 

g) Reviu laporan keuangan; 

h) Reviu l~pora~ kinerja instansi kirierja pemerintah; 

i) Evaluasi sistem pengendalian internal; 

j) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

k) Pemeriksaan terpadu; 

I) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; 

m) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, 

clean goverment dan pelayanan publik; 

n) Penyusunan peraturan perundangan 

pengawasan; 

undangan bidang 
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o) Penyusunan pedoman I standar di bidang pengawasan; 

p) Koordinasi program pengawasan; 

q) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; 

r) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; 

s) Tu gas pembantuan dan alokasi dana desa; 

t) Meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat 

pengawas atau pemeriksa (Auditor/P2UPD), sesuai bidang 

tugasnya serta menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui 

Sekeretariat; 

u) Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor 

/P2UPD; dan 

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas 

dan fungsinya. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab langsung 

kepada masing-masing Inspektur Pembantu, dibentuk untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan - sesuai bidang 

tugasnya. 

4. Somber Daya Aparatur 

Sumber daya aparatur yang dimiliki Inspektorat Kabupaten 

Bulungan per 1Januari2017 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan 

gambaran seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini: 
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l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten 
Bulungan Berdasarkan Jabatan 

Jabatan Jumlah 

fnspektur I Orang 

Sekretaris l Orang 

Inspektur Pembantu Wilayah 4 Orang 

Kepala Sub Bagian 3 Orang 

Jabatan Fungsional Auditor 11 Orang 

Jabatan Fungsional P2UPD I Orang 

Staf Pelaksana yang diperbantukan 4 Orang 
dalam pemeriksaan 

Staf Pelaksana Um urn 12 Orang 

JUMLAH 37 Orang 

Sumber Data: Subbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat 

Kabupaten Bulungan (2017) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumberdaya aparatur yang 

menjabat sebagai auditor atau pemeriksa masih sangat kurang dibanding 

denganjumlah desa yang diperiksa yang mencapai 74 (tujuh puluh empat) 

desa. Ke 12 orang tersebut dapat dikatakan telah memenuhi standar karena 

telah memiliki sertifikat auditor serta telah diangkat kedalam jabatan 

fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD. Dari 11 auditor dan 

juga 1 orang P2UPD tersebut, baru 2 orang yang telah menjabat sebagai 

Audtor Muda, sedangkan yang lainnya masih menjabat sebagai Auditor 

Pertama. Dari 12 orang tersebut Aparatur yang menjabat sebagai auditor 

dan P2UPD tersebut memiliki latar belakang pendidikan serta jurusan 

yang berbeda-beda , yaitu 4 (empat) Auditor berlatar belakang pendidikan 

S-1 Akuntansi, 4 ( empat) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Teknik 
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Sipil, 3 (tiga) Auditor berlatar belakang pendidikan S-1 Sospol, I (tiga) 

P2UPD berlatar belakang pendidikan S-1 Kehutanan. 

5. Pernyataan Visi dan Misi 

Pernyataan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bulungan 

dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Tahun 2016 yaitu : "Terwujudnya Aparatur Inspektorat yang Profesional 

dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bertanggungjawab ". 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut Inspektorat Kabupaten 

Bulungan memiliki 4 (empat) misi yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang 

pengawasan; 

2. Mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bulungan; 

3. Mendorong berfungsinya pengawasan melekat dalam Instansi 

Pemerintah Kabupaten Bulungan; 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan. 
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B. Basil Dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian 

yaitu meneliti tentang Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa oleh 

Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran 

Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dimana untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan wawancara 

atau tanya jawab kepada beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian 

sebagaimana tercantum pada tabel 3 .1. 

Hasil penelitian dideskripsikan dan dianalisis sesuai substansi fokus 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mekaoisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkao 

Akuntabilitas Anggaran Desa 

Desa sebagai unit organisasi terkecil dari struktur pemerintah di 

Indonesia memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting karena 

langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu perlu diberikan 

_ perh~tian khusus_ dari pemerintah agar peran tersebut dapat dijalankan 

dengan- baik. :Bentuk dari perhatian pemerintah tersebut adalah dengan 

memberikan otonomi kepada desa, dengan otonomi yang diberikan maka 

pemerintah desa memiliki kewenangan serta keleluasan untuk dapat 

mengatur rumahtangganya sendiri dan diharapkan dapat mewujudkan 

kemandirian desa. 

Dalam menjalankan peran tersebut maka pemerintah desa tentu 

saja hams didukung oleh kecukupan dana serta fasilitas yang memadai, 

sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan 
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desa, pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan desa seperti yang 

disampaikan oleh Sadu Wasistiono (2002) yang menegaskan bahwa: 

" pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan Desa tidak akan banyak 

artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber 

pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan 

berkesinambungan. Sebab pada dasamya pembiayaan akan mengikuti 

fungsi-fungsi yang dijalankan (money follows function) ". 

Salah satu dukungan dana adalah Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota yang diperoleh dari 

pemerintah pusat yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jumlah dana yang diperoleh 

adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 

diterima oleh kabupaten kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) setelah dikuran_gi Dana Alokasi Khusus (DAK)_ yang 

kemudian dibagikari secara proporsional kepada masing-masing desa. 

Konsep ADD di Indonesia muncul sejak bergulimya otonomi 

daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam UU tersebut 

pemerintah memberikan otonomi serta keleluasaan kepada desa untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri yaitu kewenangan dalam membuat 

kebijakan-kebijakan desa, terutama dalam hal pemberian pelayanan 

publik, peningkatan kemandirian, partisipasi serta pemberdayaan 
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masyarakat desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya 

sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Maryunani (2002:902) yang 

mengatakan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari 

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh 

dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat". 

ADD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang diberikan 

pemerintah sebagai stimulan ataupun perangsang untuk membantu desa 

dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pelayanan 

kepada masyarakat desa. Dengan ADD maka tujuan pembangunan desa 

dapat terwujud serta berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada 

dasamya pembangunan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, serta membantu 

upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alain dan lingkungan sec~ra 

berkelanjutan. 

Pentingnya ADD yang disalurkan dari pemerintahan daerah 

kepada desa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, 

tidak disalurkannya ADD kepada desa akan berakibat pemerintah daerah 

yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat yaitu 

tertundanya atau dipotongnya dana perimbangan yang diberikan kepada 

pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi 
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kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan ADD dalam 

APBD kabupaten/kota setiap tahunnya dan menyalurkan ADD kepada 

desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Di Kabupaten Bulungan, program ADD telah dilaksanakan sejak 

tahun 2010. Program ini rnendapat sarnbutan yang sangat baik dari 

berbagai elemen, terutarna rnasyarakat dan aparatur desa, hal ini 

disebabkan karena sebelurnnya rnasyarakat hanya sebagai oyek dari suatu 

pembangunanan tanpa terlibat secara langsung, narnun dengan adanya 

program ini masyarakat merasa dilibatkan langsung baik dan berperan 

sebagai subyek dalam perencanaan maupun pelaksanaan pernbangunan 

desa. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan 

terhadap Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan 

Pernberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan dengan inisial NL 

yaitu: 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun · 2010 telah 
melaksanakan kegiatan pemberian Alokasi Dana Desa kepada 74 desa 
yang ada di Kabupaten Bulungan dengan maksud untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa". Dengan ADD masyarakat dapat terlibat secara 
langsung dalam setiap proses pembangunan didesanya" (Hasil 
wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017). 

Sebagai pedornan dalam pelaksanaan ADD, Pernerintah 

Kabupaten Bulungan kernudian rnengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan melibatkan berbagai pihak yaitu 
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wakil dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa setiap tahunnya diikuti dan dan ditindaklanjuti dengan 

Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Anggaran Alokasi 

Dana Desa Se Kabupaten Bulungan, dimana didalamnya tercantum 

besaran jumlah ADD pada masing-masing desa di setiap kecamatan dan 

juga berapa jumlah dana yang dapat dicairkan dalam setiap tahapan 

pencairan. Peraturan ini setiap tahun mengalami penyesuaian dan berubah 

secara dinamis mengikuti perkembangan baik dari segi jumlah dana 

maupun besaran bobot dalam penilaianjumlah anggaran ADD. 

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; 

sebagaimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa 

Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan 

mengeluarkan Peraturan Bupati Bulungan tentng Alokasi dana Desa yang 

didalamnya menjelaskan bahwa Penggunaan ADD yang ditetapkan dalam 

APBDesa adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan desa serta 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian 

pengalokasiannya sebagai berikut : 
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a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jurnlah APBDesa 

digunakan untuk rnendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pernbinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan rnasyarakat desa; dan 

b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa 

digunakan untuk : 

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa 

Operasional pemerintah desa 

Tunjangan dan operasional Badan Perrnusyawaratan Desa; dan 

Insentif RT/RW. 

ADD di Kabupaten Bulungan dianggarkan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bendahara 

Umum Daerah Kabupaten Bulungan, dan disalurkan kepada desa 

sebanyak 2 ( dua) tahap. 

Hal ini sesuai -_dengan ketera~gan yang diberikan oleh Kepala 

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pernberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu: 

" Penyaluran ADD pada taboo 2016 dilaksanakan sebanyak 2 
(dua) tabap, dimana tahap pertama digunakan sebagian besar untuk 
membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tabap kedua 
adalab untuk membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan 
pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional aparatur 
desa" (Hasil wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017). 

Maksud diberikannya ADD kepada desa-desa berdasarkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana 
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Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta 

pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan tujuan pemberian ADD adalah 

sebagai berikut : 

(a). Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai 
kewenangannya. (b ). Meningkatkan kemampuan lembaga 
kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan 
potensi desa. (c). Meningkatkan pemerataan pendapatan, 
kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi 
masyarakat desa; dan ( d). Mendorong peningkatan swadaya 
gotong royong masyarakat. 

Alokasi Dana Desa dibagikan kepada desa berdasarkan azas 

merata dan adil, yang dimaksud adil adalah besaran nilai ADD dibagi 

secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dari nilai 

serapan ADD tahun · sebelumnya, jumlah rumah tangga miskin, jumlah 

penduduk desa, kategori desa, indeks kesulitan geografis, serta luas 

wilayah desa. Adapun rumus penentuan besaran ADD yang diterima oleh 

masing~masing desa berdasarkan Perbup Bulungan Nomor 7-Tahun 2016 _ 

tentang ADD yaitu : 

ADDx = ADDM + ADDPx 

ADDx adalah ADD untuk desa x 

ADDM adalah ADD minimal yang diterima oleh desa, nilainya adalah 

sama untuk setiap desa. 

ADDPx adalah ADD proporsional untuk desa X 

ADDPx = BDx X (ADD - L. ADDM) 
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BDx adalah nilai bobot desa untuk desa x yang ditentukan berdasarkan 

variabel independen dan variabel tambahan. Variabel independen meliputi 

jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk desa, indeks kesulitan 

geografis, serta luas wilayah desa sedangkan variabel tambahan adalah 

berdasarkanjumlah nilai serapan ADD tahun sebelumnya 

ADD adalah total ADD untuk kabupaten 

L: ADDM adalahjumlah keseluruhan ADD minimal 

Tahun 2016 jumlah ADD yang disalurkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bulungan kepada seluruh desa di Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279/K-IV/140/2016 

Tentang Penetapan Besamya Alokasi Dana Desa se Kabupaten Bulungan 

Tahun 2016 mencapai Rp58.498.390.263,00 dengan rincian jumlah ADD 

dapat dilihat pada lampiran 3. Semakin tahun ADD yang diterima oleh 

desa mengalami peningkatanjumlah yang cukup signifikan. 

Jumlah ADD yang diterima oleh desa bervariasi jumlahnya 

sesuai dengan penilaian bobot desa, semakin tinggi nilai bobot de-sa yang -

dihitung maka semakin besar pula jumlah ADD yang didapatkan oleh desa 

tersebut. Sebaliknya semakin sedikit nilai bobot desa yang dimiliki desa 

tersebut maka semakin sedikit pula jumlah ADD yang didapatkan. 

Perumusan dan perhitungan ADD ini dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten 

yang terdiri dari berbagai unsur. 

Kegiatan ADD di desa dilaksanakan oleh sebuah tim yang 

dinamakan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) yang terdiri dari 

berbagai unsur yaitu unsur pemerintah desa, unsur lembaga 
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kemasyarakatan desa dan/atau unsur Pendamping Desa untuk 

melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Tim biasanya dipimpin oleh 

Sekretaris Desa, kemudian Kepala Urusan (Kaur) pada kantor desa sebagai 

sekretaris dan bendahara, kemudian anggota dari Lembaga 

Permasyarakatan desa. Tim ini ditetapkan dan bertanggung jawab 

langsung kepada kepala desa. 

Dari 70% dana yang berasal dari ADD, diantaranya digunakan 

desa untuk melaksanakan pembangunan desa, yaitu pembangunan faslitas 

umum seperti jalan desa, sekolah, balai pertemuan umum, posyandu, 

puskesmas pembantu, dan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa, 

kantor BPD, kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

dan poskamling. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk dapat 

terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. 

Dalam tahap perencanaan, TPKD melaksanakan rapat

pengusulan kegiatan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, 

seperti tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, LPM, BPD, dari rapat tersebut 

akan didapatkan usulan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan 

tersebut kemudian dimasukkan kedalam APBDesa yang kemudian 

disahkan melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, 

masyarakat desa juga turut dilibatkan dimana kegiatan pembangunan 

tersebut boleh dilaksanakan secara swakelola artinya dapat dikerjakan oleh 

masyarakat baik pengadaan material maupun pengadaan tenaga kerja. Dari 

segi pengawasan, masyarakat dan BPD selaku pengawas juga dapat terjun 
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langsung mengawasi kegiatan apakah telah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala 

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu : 

"Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, 
dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh 
unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola 
kegiatan ADD adalah TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk 
oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam pelaksanaan 
pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap 
tahap kegiatan, mulai dari pengusulan kegiatan hingga evaluasi 
kegiatan" (Hasil wawancara, Kamis tanggal 2 Februari 2017). 

Dari segi akuntabilitas pelaksanaan ADD dapat dilihat dari 

adanya sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan oleh masing

masing desa dimana pelaporan pertangggungjawaban tersebut telah 

terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. 

Pengelolaan keuangan desa terse but hams dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara administrasi dan teknis serta sesuai 

dengav p~insip hemat, terarah dan terkendali. · Hal ini sesuai · dengan 

informasi yang diberikan ofoh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 

Bulungan, NL yang menerangkan bahwa : 

"ADD dianggarkan melalui APBDesa, sehingga bentuk 
pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, 
pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Tahap 1 dan Tahap 2, 
pelaporan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan kepada Bupati dan 
BPKAD melalui camat setempat serta ditembuskan kepada BPMD. 
Adapun tujuan adanya pelaporan adalab untuk mengetahui 
perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD" (Hasil 
wawancara, Kamis tanggal 27 Juli 2017) 
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Pelaporan yang dilakukan oleh TPKD seperti yang diungkapkan 

diatas adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang hams 

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana ADD ditransfer ke 

Rekening Pemerintah Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala 

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu: 

" SP J barns disampaikan paling lam bat 3 bulan setelah dana 
ADD dicairkan dengan melampirkan seluruh bukti-bukti 
pengeluaran yang sah serta memadai" (Hasil wawancara, Kamis 
tanggal 27 Juli 2017). 

Dari hasil wawancara diatas sejalan dengan teori akuntabilitas 

yang disampaikan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan RI (2000: 12), yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan 

suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang 

berwenang meminta pertanggungjawaban dan juga teori akuntabilitas 

publik menurut Mardiasmo (2002:2()) -_yang menya4tkan babwa 

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada 

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta 

pertanggungjawaban tersebut." 

Dari teori tersebut kesesuaiannya adalah bahwa sebagai pihak 

yang mendapatkan ADD, desa melalui pemerintahan desa berkewajiban 
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menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki 

wewenang dalam hal ini adalah Bupati sebagai pihak yang memberikan 

dana ADD, dalam rangka memberikan keterangan tentang pelaksanaan 

ADD baik secara teknis maupun secara administrasi keuangan. 

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan 

pertanggungjawaban APBDesa dimana pelaporannya dilakukan oleh 

TPKD yang terdiri dari unsur pemerintahan desa yang juga wajib 

diketahui oleh masyarakat desa, masyarakat desa dapat pula 

menyampaikan masukan ataupun evaluasi terkait dengan perencanaan 

maupun pelaksanaan dari ADD tersebut. Hal ini sesuai pula dengan teori 

yang disampaikan oleh Sumpeno (2011 : 223) yang menerangkan bahwa 

akuntabilitas dalam pemerintah desa adalah melibatkan pemerintah desa 

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. 

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan 

alokasi dana desa sebagai . salah satu komponen didalamnya. 

Dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

ADD disebutkan bahwa pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan 

pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat 

Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan sedangkan 

BPD sebagai badan perwakilan dari masyarakat juga memiliki wewenang 

untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD. 
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Tim Fasilitasi APBDesa Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur 

SKPD di Kabupaten Bulungan yang diteteapkan dengan Surat Keputusan 

Bupati Bulungan dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan terdiri 

dari Camat selaku penanggungjawab, Sekretaris Camat selaku ketua, 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris dan 

Kasi lainnya sebagai anggota. 

Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa 

Kabupaten dan Tim Pembina APBDesa Tingkat Kecamatan seperti yang 

dimaksud diatas diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan 

pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

APBDesa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh tim tersebut 

adalah berupa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, 

pengkajian, penelitian, pemeriksaan yang mencakup penyusunan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

APBD~sa. 

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan· oleh 

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, NL yaitu : 

"Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki 
peran untuk melakukan pembinaao terbadap pelaksanaan ADD 
didesa, secara terknis dao admioistrasi deogan melakukao pelatiban 
bagi aparatur desa dalam peoatausahaao serta pelaksaoaao kegiatao 
ADD, serta melakukao monitoring serta evaluasi secara berkala" 
(Hasil wawaocara, Kamis taoggal 27 Juli 2017). 
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Pengawasan dilakukan pula oleh Inspektorat selaku lembaga 

pengawas internal pemerintah daerah yang bertugas membantu bupati 

dalam hal pegawasan, hal ini diperoleh dari dari keterangan yang 

disampaikan oleh YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) yang 

mengatakan bahwa : 

"lnspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan 
ADD berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang ADD", pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan 
yang dinamakan pemeriksaan reguler" (Hasil wawancara, Rabu 
tanggal 1 Maret 2017). 

Hal ini dibenarkan pula dengan pemyataan yang disampaikan 

oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV, MR dalam pernyataannya yaitu : 

"Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan ADD, 
pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat 
untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan 
bahwa kegiatan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku" (Hasil Wawancara, Selasa 7 
Februari 2017). 

Yang dimaksud Pengawasan Fungsional disini adalah pengawasan 

yang dilakukan · oleh aparat yang diadakan khusus untuk - membantu 

pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi 

yang menjadi tanggungjawabnya 

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

dan pengelolaan ADD diawasi secara langsung oleh masyarakat dan juga 

BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, pengawasan dari 

masyarakat dan BPD dilaksanakan sejak dari perencanaan, pelaksanaan 

dan juga evaluasi kegiatan. Selain itu lembaga yang turut melakukan 
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pembinaan dan juga pengawasan adalah Tim Fasilitasi Desa Tingkat 

Kabupaten dan juga Tim Fasilitasi Desa Tingkat kecamatan dimana tim 

tersebut merupakan Tim Gabungan dari berbagai unsur pemerintahan yang 

berperan memfasilitasi pengelolaan APBDesa. Sedangkan yang 

melakukan pengawasan secara fungsional adalah lnspektorat Kabupaten 

Bulungan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara reguler 

setiap tahunnya pada desa di Kabupaten Bulungan. 

2. Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat 

Kabupaten Bulungan Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas 

Anggaran Desa 

Pengawasan ADD dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana 

ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 pasal 

23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pengawasan fungsional dilakukan 

lnspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku, Pengawasan ADD dilaksanakan melalui kegiatan 

yang dinamakan- pemeriksaan_ regµler dan dituangkan kedalam Program 

Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). PKPT menjadi dasar bagi seluruh 

Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

Untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap Alokasi Dana Desa telah 

efektif, peneliti menggunakan 4 (em pat) unsur pada teori Sarwoto 

(2010:28) yaitu bahwa suatu pengawasan dapat dikatakan efektif jika 

terdapat unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan 
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pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan 

memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering 

terjadi. 

a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan 

pedoman dan valid 

Keakuratan data adalah unsur yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pengawasan dimana data atau informasi yang akurat 

dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kualitas pengawasan. 

Dalam data yang akurat terdapat informasi yang tidak mengandung 

kesalahan sebagaimana diungkapkan oleh Tata Sutabri (2012:43) 

bahwa "keakuratan data berisi informasi yang hams bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti 

informasi hams jelas mencerminkan maksudnya. Informasi hams 

akurat karena biasanya dari sumber informasi sampai penerima 

informasi ada kemungkinan terjadi gangguan yang dapat mengubah 

atau memsak informasi tersebut". 

Untuk mengetahu_i apakah pelaks~maan pengawasan ADD 

yang dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler mengandung unsur 

keakuratan, peneliti menggali informasi dari beberapa informan. Hasil 

menunjukkan bahwa pengawasan belum mengandung unsur 

keakuratan. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan inisial 

YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan}, yang menyatakan 

bahwa: 

"Pemeriksaan terhadap ADD dilakukan setiap taboo, 
dengan kegiatan berupa pemeriksaan reguler namun jumlah desa 
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yang masok kedalam Program Kerja Pengawasan Tabunan 
Tabon 2016 banya berjumlab 20 Desa dari jomlab desa 
keseluroban yaito 74 desa" (Basil Wawancara, Selasa 7 Februari 
2017) 

Pernyataan tersebut sejalan dengan data pada Obyek 

Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Tahun 2016 yang 

diterbitkan oleh Inspektur Inspektorat yang menyebutkan bahwa ADD 

diperiksa hanya 2 Desa pada setiap kecamatan sebagaimana yang 

disebutkan pada lampiran 4. 

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR 

yaitu: 

"Hanya 2 (doa) desa pada setiap kecamatan yang 
diperiksa oleh masing-masing wilayab, bal ini berdasarkan pada 
Obyek Pemeriksaan PKPT Tabon 2016 yang telah dibagikan 
kepada masing-masing Inspektor Pembantu pada setiap awal 
tahon". Pemeriksan ADD dilaksanakan dalam kegiatan 
Pemeriksaan Regnier" (Basil Wawancara, Kamis 9 Februari 
2017) 

Dari basil wawancara dari kedua informan tersebut 

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan ofeh Insl?ektorat 

Kabupaten Bulungan masih belum efektif karena jumlah desa yang 

diperiksa belum cukup mewakili keseluruhan desa yang diperiksa. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuanga~ dengan inisial NH yang menyatakan bahwa " 

"Pada Tahon 2016, pemeriksaan ADD pada desa yang 
dilaksanakan oleb Inspektorat Kabupaten Bulongan yang masok 
dalam Obyek Pemeriksaan PKPT banya 2 (doa), karena 
banyaknya obyek pemeriksaan lain, sehingga tidak 
memongkinkan untok diadakan lebih banyak pemeriksaan 
karena mempertimbangkan waktu dao persooil" (Basil 
Wawaocara, Jumat 10 Februari 2017). 
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Selain itu wawancara juga dilakukan kepada auditor pertama 

pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu EY yang mendapatkan 

hasil bahwa : 

"Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan 
dalam pelaksanaan ADD sangat beraneka ragam, hal ini 
disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap 
pelaksanaan ADD berbeda-beda, dengan hanya melakukan 
pemeriksaan pada 2 (dua) desa pada setiap kecamatan, pemeriksa 
tidak bisa menyatakan bahwa seluruh desa telah atau belum 
melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku" (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 
2017). 

Selain itu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah 

(P2UPD) yaitu KF menyatakan bahwa : 

"Pemeriksaan ADD yang hanya 2 (dua) desa pada 
masing-masing kecamatan masih belum cukup mewakili 
keseluruhan desa pada masing-masing kecamatan, karena setiap 
desa memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kompetensi 
personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat 
dan lain-lain" (Hasil Wawancara, Senin 21 Februari 2017). 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemeriksaan 

ADD pada tahun 2016 masih belum cukup efektif. karel)a hanya 2 

(dua) desa pada setiap kecamatan yang terperiksa sementara jurnlah 

desa yang ada pada Kabupaten Bulungan berjumlah 74 desa, sehingga 

belum cukup mewakili penilaian dari pemeriksa bahwa keseluruhan 

desa telah melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara 

juga diketahui bahwa data ADD yang akan diperiksa tidak seluruhnya 

siap dan ada saat akan diperiksa, hal ini tersirat dari pendapat yang 
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disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR 

yaitu: 

"Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang 
desa yang akan diperiksa belum menyerabkan berkas 
pertanggungjawaban beserta selurub kelengkapannya, hal ini 
terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa untuk melakukan 
pemeriksaan" (Hasil Wawancara, Kamis 9 Februari 2017) 

Sedangkan menurut EY auditor pertama pada lnspektorat 

Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa : 

"Pada saat pemeriksaan sebarusnya data-data berupa 
pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa sudab lengkap, 
karena dijadikan baban untuk pemeriksaan serta melakukan 
pengecekan apakab data yang disajikan pada laporan 
pertanggungjawaban telab sesuai dengan kegiatan atau kenyataan 
yang ada dilapangan. Tidak adanya data yang akurat 
menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan menjadi kurang 
valid"(Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017). 

KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga 

menyebutkan bahwa data yang kurang atau tidak ada meriyulitkan tim 

pemeriksa dalam menentukan kesimpulan basil pemeriksaan, berikut 

hasil wawancaranya: 

"Pada saat · pemeriksaan, tim pemeriksa sering 
mengalami kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan 
oleb desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, 
sebingga pada saat mengambil kesimpulan pada basil 
pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat" (Hasil 
Wawancara, Senin 20 Februari 2017). 

Sejalan dengan keterangan diatas Kepala Seksi Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kabupaten Bulungan, NL mengatakan bahwa : 

"Batas akhir penyampaian laporan 
pertanggungjawaban adalab 3 (tiga) bulan sejak taboo anggaran 
berakhir artinya paling lambat adalab bulan maret, namun ada 
beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan melebibi 
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batas akhir tersebut" (Basil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 
2017). 

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas dengan para 

informan, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten masih belum efektif dari segi keakuratan karena 

pemeriksaan yang dilakukan belum cukup mewakili jumlah 

keseluruhan desa yang seharusnya diperiksa. 

Pengawasan juga belum efektif karena data-data yang 

seharusnya dijadikan bahan pemeriksaan ataupun bahan pembanding 

dengan realita yang ada dilapangan temyata belum didapatkan oleh tim 

pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan sehingga menyulitkan 

tim pemeriksa untuk menguji data serta mengambil kesimpulan atas 

hasil pemeriksaan. Ketidakakuratan data juga akan menyebabkan 

pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan yang 

disusun memiliki kredibiltas serta memenuhi unsur andal. 

b. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan 

- dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 

perbaikan perlu dilaksanakan 

Tepat waktu adalah unsur yang sangat penting dalam 

mendukung efektifitas pengawasan, dimana kegiatan pengawasan 

haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dalam pelaksanaannya, baik 

dalam perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data, pemeriksaan 

kegiatan dilapangan, maupun dalam penyampaian laporan serta 

evaluasi hasil pengawasan. Untuk mengukur efektivitas pengawasan 

ADD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan, 
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peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan mengenai 

pelaksanaan pemeriksaan yaitu kepada inisial YA (Sekretaris 

Inspektorat Kabupaten Bulungan) yang menyatakan bahwa: 

"Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan 
masing-masing Inspektur Pembantu. Sebelum melaksanakan 
pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayab 
membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Inspektur tentang 
tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim 
pemeriksa. Setelab mendapat persetujuan, Inspektur 
mengeluarkan Surat Togas sebagai dasar bagi tim pemeriksa 
untuk melakukan pemeriksaan". (Basil Wawancara, Selasa 7 
Februari 2017) 

Dari wawancara tersebut disebutkan bahwa penentuan waktu 

pemeriksaan ADD berdasarkan kebutuhan dari masing-masing 

IRBANWIL . Kemudian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan, NH menambahkan 

dengan pernyatan bahwa : 

"Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telab disebutkan 
waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun pelaksanaannya 
menyesuaikan kebutuban masing-masing IRBAN. Masing-masing 
desa diberikan alokasi waktu selama 5 (bari) untuk waktu 
pemeriksaan" (Basil Wawancara, Jumat 10 Februari 2017). 

Sedangkan MR (Inspektur Pembantu Wilayah IV) 

· menambahkan bahwa : 

"Pemeriksaan ADD dilaksanakan selama 5 bari untuk 
masing-masing desa, dalam waktu 5 bari tersebut tim pemeriksa 
melaksanakan pengumpulan data, penelaaban data, 
pembandingan data dengan basil kegiatan serta pemeriksaan 
kegiatan fisik dan membuat laporan basil pemeriksaan. Dalam 
pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai 
kendala diantaranya desa terlambat menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang 
tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena 
keterbatasan personil pemeriksa (Basil Wawancara, Kamis 9 
Februari 2017) 

Hasil wawancara diatas sejalan dengan pendapat EY, auditor 

pertama pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yang menyatakan 
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bahwa pengumpulan data yang terlambat disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu seperti disebutkan dalam hasil wawancara berikut : 

"Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya 
menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta jumlah personil tim 
pemeriksa. Hambatan yang biasanya kami temui dalam 
pengumpulan data dan pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya 
koordinasi dengan pihak aparatur desa karena tidak adanya 
jaringan komunikasi didesa tersebut, kondisi cuaca karena 
terdapat desa yang sulit ditempuh jika jalan menuju lokasi sedang 
rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim 
pelaksana ADD yang ada didesa karena terkadang desa yang kami 
datangi adalah desa yang memiliki penduduk yang mayoritas 
mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim 
tanam atau panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada 
didesa namun diladang yang cukup jauh dari desa" (Hasil 
Wawancara, Rabu 15 Februari 2017). 

Hal ini juga didukung dengan pemyataan yang disampaikan 

oleh KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu : 

"Pengumpulan data biasanya dilakukan sebelum tim 
pemeriksa turun ke desa, namun jika ada yang tidak lengkap 
kami melakukan konfirmasi kembali kepada Kepala Desa selaku 
penanggungjawab atau Sekretaris Desa sebagai ketua Tim 
Pelaksana ADD di desa, setelah itu data yang ada kami telaah dan 
kami bandingkan dengan basil kegiatan dilapangan, pengumpulan 
data biasanya terhambat oleh lambatnya penyampaian laporan 
pertanggungjawaban oleh desa " (Hasil Wawancara, Senin 20 

- Februari 2017)._ 

Selain kesulitan dalam pengumpulan data, hambatan yang 

lain adalah pada saat desa yang diperiksa temyata kesulitan dalam 

membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan yang 

disajikan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini 

ditegaskan oleh EY, dalam pemyataannya yaitu : 

"Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama 
pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami menemukan 
aparatur desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan 
keuangan karena keterbatasan kompetensi dan keahlian yang 
dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan uotuk 

~· .• -~. -- --··~·--·>···-~ _._.,_, ,,,_._ .. 
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melakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk 
memberikan pelatihan dan juga pemahaman mengenai cara dan 
langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku" (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 
2017). 

KF (P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga 

memberikan pernyataan yang mendukung keterangan diatas yaitu : 

"Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selain 
pemeriksaan juga sebagai konsultan atau memberikan konsultasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pada saat 
pemeriksaan, lnspektorat juga sering memberikan konsultansi 
mengenai hal-hal yang berhubungan deogan kegiatan yang 
dilaksaoakao didesa, termasuk mengajari dan melatih aparatur 
desa untuk membuat pertanggungjawabao keuangan atau 
administrasi pemeriotahan lainnya seperti administrasi 
kepegawaian. Hal tersebut membuat waktu pemeriksaan menjadi 
tersita. " (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017). 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan wajib 

disampaikan tim pemeriksa kepada kepala desa selambat-lambatnya 15 

(lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan namun akibat 

pengumpul3:n data -yang terlambat mengakibatkan kegiatan 

pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, maupun kegiatan fisik juga 

menjadi terlambat, sehingga laporan hasil pemeriksaan juga menjadi 

tidak tepat waktu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA yang menyatakan 

bahwa : 

"Setelah laporan basil pemeriksaan ditandatangani oleh 
lnspektur, laporan basil pemeriksaao disampaikan pada sub 
bagian kami yang kemudian laporan tersebut digandakan dan 
disampaikan kepada masing-masing desa yang diperiksa. Dari 
basil rekapitulasi yang dllakukao oleh sub bagian kami, 
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didapatkan hasil bahwa hampir seluruh laporan hasil 
pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan 
tepat waktu, yaitu 15 (lima belas bari) setelab pemeriksaan selesai 
dilaksanakan " (Hasil Wawancara, kamis 23 Februari 2017). 

Keterangan ini diperkuat pula dengan data yang diberikan 

oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten 

Bulungan yang menerangkan bahwa laporan hasil pemeriksaan ADD 

seringkali terlambat disampaikan kepada Desa, adapun rinciannya 

dapat dilihat pada tabel 1.2. 

MR selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV juga memberikan 

pemyataan yaitu : 

"Setelab melakukan pemeriksaan, Ketua Tim pemeriksa 
membuat laporan basil pemeriksaan untuk kemudian 
disampaikan kepada Inspektur, namun sebelumnya dilakukan 
verifikasi oleb Inspektur Pembantu masing-masing wilayab 
kemudian oleb Sekretaris Inspektorat, namun dalam pelaksanaan 
pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan karena 
waktu pemeriksaan yang kurang karena banyaknya aspek yang 
dlperiksa, kurangnya personil pemeriksa, data yang kurang atau 
menunggu basil tanggapan dari desa yang diperiksa". (Hasil 
Wawancara, Kamis 9 Februari 2017) 

Selain itu EY auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten 

Bulunganjuga ine_nambahkan keterangan bahwa :_ 

"Setelab tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua 
tim mengumpulkan selurub kertas kerja masing-masing anggota 
tim, kemudian melakukan reviu atas kerja tersebut, jika ada data 
yang kurang maka ketua tim akan meminta tambaban data 
kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, 
setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan 
sementara yang dinamakan Pokok-pokok Basil Pemeriksaan 
(P2HP). Setelab P2HP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa 
akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 bari sejak terbit 
P2HP, namun desa sering terlambat atau tidak dapat 
menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang ditentukan 
sehingga tim pemerika tidak dapat membuat laporan basil 
pemeriksaan secara tepat waktu" (Hasil Wawancara, Rabu 15 
Februari 2017). 
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KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan juga 

memberikan pernyataan yang mendukung keterangan diatas yaitu: 

"Laporan basil pemeriksaan sering terlambat 
disampaikan atau diterbitkan karena data yang kurang atau 
lambatnya tanggapan yang diberikan oleb desa terbadap basil 
pemeriksaan tim pemeriksa. Keterlambatan ini mengakibatkan 
rekomendasi yang diberikan menjadi tidak relevan lagi atau 
kedaluarsa karena waktunya yang sudab lewat" (Hasil 
Wawancara, Senin 20 Februari 2017). 

Setelah Laporan basil Pemeriksaan (LHP) disampaikan 

kepada masing-masing desa, desa berkewajiban melaksanakan dan 

menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam hasil 

pemeriksaan. Rekomendasi tersebut barus ditindaklanjuti selambat-

lambatnya 60 ( enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh 

desa, dalam masa itu akan ada tirn tindak lanjut dari Inspektorat 

Kabupaten Bulungan yang akan mengevaluasi serta menindaklanjuti 

basil pemeriksaan kepada desa yang bersangkutan. Namun dalam 

pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan sering mengalami 

keterlambatan dan juga bambatan seperti yang diungkapkan oleh 

Sekretaris lnspektorat Kabupaten Bulungan, YA yaitu : 

"Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan 
tindak lanjut atas basil pemeriksaan yang dilakukan oleb tim 
pemeriksa, sebingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam 
melaksanakan ADD tidak dapat segera diperbaiki". (Hasil 
Wawancara, Selasa 7 Februari 2017) 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat 

Kabupaten Bulungan, ZA juga menyatakan bahwa : 

"Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan 
evaluasi serta tindaklanjut atas basil temuan tim pemeriksa pada 
Inspektorat Kabupaten Bulungan, namun seringkali tim tersebut 
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terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya basil 
pemeriksaan yang barus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak 
proaktif dalam menyampaikan basil tindak lanjut kepada tim 
evaluasi sebingga tim evaluasi barus mendatangi masing-masing 
desa untuk mengecek apakab tindak lanjut telab dilaksanakan 
sesuai basil rekomendasi tim pemeriksa" (Basil Wawancara, 
Kamis 23 Februari 2017). 

Pernyataan diatas didukung pula oleh keterangan yang 

didapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, 

NL yaitu: 

"Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya 
ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), 
dengan LHP tersebut, kami berusaba membantu desa untuk 
menindaklanjuti basil pemeriksaan tersebut, namun karena 
penyampaian LHP yang terlambat, maka seringkali rekomendasi 
yang diberikan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. 
(Basil wawancara, Rabu tanggal 1 Maret 2017). 

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa pengawasan 

ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan masih 

belum efektif dari segi ketepatan waktu, karena kriteria tepat waktu 

seperti yang diungkapkan dalam teori Sarwoto (20 l 0) bahwa 

pengawasan yang efektif adalah jika data serta laporan dapat 

dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat 

dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan. Keterlambatan 

pelaporan akan berpotensi membuat manfaat laporan menjadi 

berkurang bahkan tidak lagi bennanfaat bagi yang diperiksa. 

Keterlambatan penyampaian laporan diantaranya disebabkan karena 

waktu pemeriksaan yang kurang karena keterbatasan personil, sulitnya 
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koordinasi dengan pemerintah desa, terlambatnya data 

pertanggungjawaban yang disusun oleh desa. 

Keterlambatan penyampaian laporan juga mengakibatkan 

kesalahan atau penyimpangan yang terjadi tidak segera diatasi atau 

dicegah karena penanggungjawab kegiatan atau pimpinan tidak dapat 

segera mengambil tindakan korektif. 

c. Objektif dan menyeluruh 

Pengawasan ADD yang dilaksanakan melalui pemeriksaan 

reguler adalah kegiatan yang memiliki output berupa laporan hasil 

pemeriksaan (LHP), menurut PERMENPAN Norn or 

PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah, LHP adalah sarana yang digunakan pemeriksa yang 

berfungsi untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak

pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah aparatur desa yang 

berhubungan dalam pelaksanaan ADD di desa maupun kepada badan 

atau stake holder yang menangani masalah ADD. 

ObjektW dan menyeluruh dalam teori Sarwoto (20 l 0) adalah 

dalam arti mudah dipahami. Mudah dipahami dalam hat ini adalah 

menyangkut tentang LHP, dimana LHP berfungsi sebagai dokumen 

serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

pengawasan yang dilaksanakan oleh pemeriksa. 

LHP juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam rangka 

penegakan hukum dan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh 

pihak desa. Laporan yang mudah dipahami akan membuat pembaca 
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terhindar dari kesalahpahaman serta ketidaksamaan tafsir/persepsi 

antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa. 

Untuk mengetahui apakah laporan hasil pemeriksaan telah 

memenuhi unsur mudah dipahami, maka peneliti melakukan 

wawancara kepada inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten 

Bulungan) dengan hasil wawancara yaitu : 

"Setelah Ketua Tim menyelesaikan LHP, seharusnya 
LHP di reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan 
Pengendali Muto, namun karena di Inspektorat Kabupaten 
Bulungan belum ada pengendali teknis dan pengendali mutu, 
maka LHP direviu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris 
Inspektorat baru kemudian disetujui oleh Inspektur. Tujuan dari 
reviu berjenjang ini adalah agar laporan yang dihasilkan 
terhindar dari kesalahan-kesalahan baik kesalahan redaksi 
maupun kesalahan substansi" (Basil Wawancara, Selasa 7 
Februari 2017) 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA yaitu: 

"LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa 
terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris, namun 
sebelum diterbitkan biasanya kami melakukan pengecekan 
kembali, mengenai kelengkapan halaman maupun kelengkapan 
lampiran-lampiran yang dimu~t dalam LHP" _(Basil Wawancara, 
Kamis 23 Februari 2017). -

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa LHP 

yang diterbitkan telah melalui verifikasi yang cukup, sehingga 

kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi pelaporan dapat 

dihindari. 

Sebelum LHP disusun oleh ketua tim, seharusnya dilakukan 

pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dihadiri oleh 

aparatur desa sebagai pelaksana ADD di desa, adapun tujuan 
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pemaparan hasil pemeriksaan seperti yang dimuat dalam 

PERMENP AN Norn or PER/05/M.P AN/03/2008 tentang Standar Audit 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk mengklarifikasi 

kembali kebenaran serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam 

pemeriksaan, kemudian memberi kesempatan kepada yang diperiksa 

untuk membahas dan mendiskusikan hasil pemeriksaan sehingga dapat 

dipahami oleh pihak yang diperiksa serta dapat segera ditindaklanjuti. 

Namun dalam pelaksanaannya pemaparan hasil pemeriksaan 

sering tidak dilakukan. Hal ini tersirat dari hasil wawancara dengan 

Inspektur Pembantu Wilayah IV yaitu MR yang menyatakan bahwa : 

"Sebelum LHP disusun oleh Ketua Tim, tim pemeriksa 
seharusnya melakukan pemaparan basil pemeriksaan (ekspose) 
yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana ADD yang 
diperiksa, namun karena keterbatasan waktu dan lokasi desa yang 
jauh hal ini sering tidak dilakukan, sehingga LHP langsung 
diserahkan untuk diterbitkan" (Hasil Wawancara, Kamis 9 
Februari 2017). 

Sejalan dengan pendapat diatas, EY auditor pada Inspektorat 

Kabupaten Bulunganjuga mengatakan bahwa: 

" LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan 
ketentuan penyusunan LHP yaitu PERMENDAGRI Nomor 23 
Tahon 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun sebelum LHP 
terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan basil 
pemeriksaan, karena waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi 
dengan aparatur desa kareoa jauhnya jarak desa (Hasil 
Wawancara, Rabu 15 Februari 2017). 

Sedangkan menurut KF, P2UPD pada lnspektorat Kabupaten 

Bulungan menerangkan bahwa : 
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"Penyampaian langsung LHP kepada desa tanpa melalui 
pemaparan basil pemeriksaan akan berpotensi yang diperiksa 
tidak memabami dan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam 
laporan, karena keterbatasan pengetabuan serta kompetensi 
aparatur desa" (Hasil Wawancara, Senin 20 Februari 2017). 

Selain itu pendapat Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan, ZA juga membenarkan 

pemyataan diatas yaitu : 

"Kendala yang dibadapi oleb tim evaluasi dan tindak 
lanjut adalab aparatur desa kurang memabami apa yang 
dimaksud dalam laporan, sebingga aparatur desa barus 
melakukan konsultasi berulang-ulang yang mengakibatkan tindak 
lanjut dari basil pemeriksaan menjadi terlambat" (Basil 
Wawancara, Kamis 23 Februari 2017). 

Pemyataan diatas diperkuat pula oleh keterangan yang 

didapatkan dari Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan, 

NLyaitu: 

"Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki 
keterbatasan dalam bal pengetabuan serta pemabaman secara 
teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memahami 
dan menindaklanjuti basil pemeriksaan tersebut" (Hasil 
wawancara, Rabu tanggal 1Maret2017). 

Dari basil wawancara diatas dapat diketahui bahwa efektifitas 

pengawasan ADD masih belum dapat dikatakan cukup karena belum 

memenuhi unsur objektif dan menyeluruh atau mudah dipahami, 

karena komunikasi antara pemeriksa dengan yang diperiksa melalui 

pemaparan hasil pemeriksaan sebelum LHP terbit tidak dilakukan. 

Kekurangpahaman yang diperiksa atas laporan tersebut menyebabkan 

terlambatnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. 
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d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang 

penyimpangan yang paling sering terjadi 

Unsur keempat pengawasan yang efektif dalam teori Sarwoto 

(2010) adalah pengawasan haruslah dilakukan secara terpusat, dengan 

memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering 

terjadi. Untuk mengetahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kabupaten Bulungan dilakukan secara terpusat, peneliti 

melakukan wawancara kepada inisial YA (Sekretaris Inspektorat 

Kabupaten Bulungan) mengenai penentuan lokasi pemeriksaan ADD 

dengan hasil sebagai berikut : 

"Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh 
Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada kriteria 
ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana 
yang akan diperiksa. Belum ada penentuan desa berdasarkan 
basil penilaian atau skoring" (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 
2017) 

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari 

wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Inspektorat Kabupaten_Bulungan, NH yang menyatakan bahwa: 

"Dalam PKPT Tahon 2016 hanya menyebutkan bahwa 
pemeriksaan ADD dilakukan pada 2 (dua) desa setiap kecamatan, 
namun tidak menyebutkan desa mana yang diperiksa. Setiap 
Inspektur Pembantu masing-masing wilayah menentukan sendiri 
desa yang akan diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan masih 
belum berbasis risiko (Hasil Wawancara, Jumat 10 Februari 
2017). 

Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan inisial MR, juga 

menambahkan bahwa pemilihan desa mana yang akan diperiksa 

diserahkan kepada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, ha! 

ini tersirat dari pemyataannya yaitu : 
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"Pada waktu akan melaksanakan pemeriksaan ADD, 
masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah baru menentukan 
desa mana yang akan diperiksa, pemilihan desa berdasarkan 
kesepakatan dari tim pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan 
masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau 
skoring mengenai penentuan desa" (Basil Wawancara, Kamis 9 
Februari 2017) 

Dari basil uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak ada 

kriteria dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa, hat ini juga 

dibenarkan oleh EY, auditor pada Inspektorat Kabupaten Bulungan 

yang menerangkan bahwa : 

"Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa 
mana yang akan diperiksa, maka masing-masing tim pemeriksa 
berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur 
pembantu wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnya 
jumlah anggaran, Inspektur pembantu wilayah yang lainnya ada 
yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum pernah 
diperiksa, sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut 
laporan masyarakat ternyata terdapat indikasi penyelewengan 
dana" (Hasil Wawancara, Rabu 15 Februari 2017). 

KF, P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Bulungan 

menerangkan pendapat yang kurang lebih sama dengan pemyataan 

diatas yaitu : 

" Tidak ~d;mya kriteria y~ng jelas dalam -penentuan desa, 
membuat masing-masing :inspektur pembantu wilayah tidak 
memiliki persepsi yang sama dalam menentukan desa, bagi desa 
diwilayah lain yang tahun sebelumnya telah diperiksa bisa jadi 
akan diperiksa lagi pada tahun berikutnya, sementara pada saat 
diperiksa pada tahun sebelumnya telah disebutkan bahwa karena 
tahun sebelumnya telah diperiksa maka tahun berikutnya tidak 
akan diperiksa lagi. Dengan tidak adanya kriteria yang jelas maka 
dapat berpotensi bahwa akan terdapat desa yang selalu diperiksa 
setiap tahunnya dan ada juga desa yang sama sekali tidak pernah 
diperiksa " (Basil Wawancara, Senin 20 Februari 2017). 

Selain itu peneliti juga menanyakan mengenai metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta materi pemeriksaan 
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yang akan diperiksa, dari beberapa informan diantaranya adalah dari 

inisial YA (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan) menyebutkan 

bahwa: 

"Tidak ada metode khosos yang dijadikao kriteria dalam 
pemeriksaan, masing masing Inspektor Pembanto Wilayah 
menentokan seodiri metode dan materi apa saja yang diperiksa 
pada saat pemeriksaan (Hasil Wawancara, Selasa 7 Februari 
2017). 

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan, NH 

manyatakan bahwa belum ada kriteria penentuan materi pemeriksaan 

ADD, hal ini tersirat dari pemyataannya yaitu: 

"Belom ada Standar operasional prosedor (SOP) 
ataopon kriteria tentang materi pemeriksaan ADD yang disoson 
hingga saat ini, Inspektor Pembanto Wilayah beserta tim 
pemeriksa yang menentokan materi pemeriksaao (Hasil 
Wawancara, Jomat 10 Februari 2017). 

Dari keterangan yang didapatkan dari EY, auditor pada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan didapatkan bahwa : 

"Dikarenakan tidak adaoya kriteria yang jelas dalam 
menentokan materi pemeriksaan atao bal-bal _ apa saja- yang 
diperiksa, masing-masing tim pemeriksa · berbeda dalam 
menentok.30 materi pemeriksaan, misalnya tim peineriksa 
pertama hanya memeriksa tentang ADD, bisa jadi tim lainnya 
selain memeriksa ADD joga memeriksa mengenai administrasi 
pemerintaban, togas pokok serta fuogsi aparator pemerintaban 
dao bal-hal lain diloar ADD. Selain ito Tim pemeriksa joga 
berbeda dalam menentokan taboo pemeriksaan, tim pertama 
memeriksa kegiatan taboo sebelomnya bingga taboo berjalan 
(masa pemeriksaao), semeotara terdapat tim lainnya yang banya 
memeriksa kegiatan pada taboo sebelomnya" (Hasil Wawancara, 
Rabo 15 Febroari 2017). 

Pemyataan tersebut juga dibenarkan oleh KF, P2UPD pada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan, yang menyatakan bahwa : 
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"Tidak adanya kriteria tentang penentuan materi 
pemeriksaan serta tahun pemeriksaan, membuat masing-masing 
tim pemeriksa berjalan sendiri-sendiri, artinya tidak lagi berfokus 
pada kriteria yang sama, ada tim yang memeriksa ADD saja 
namun ada pula yang memeriksa hal-hal diluar ADD seperti 
penyelenggaraan pemerinahan desa, pelaksanaan togas pokok dan 
fungsi aparatur pemerintahan " (Hasil Wawancara, Senin 20 
Februari 2017). 

Dengan waktu pemeriksaan sebanyak 5 hari namun 

pemeriksaan dilakukan pada hal-hal diluar ADD menjadikan 

pemeriksaan tidak berfokus pada hal-hal yang strategis, sehingga 

pemeriksaan menjadi tidak efektif, karena belum memenuhi unsur 

terpusat, yaitu pemeriksaan tidak memutuskan pada bidang-bidang 

penyimpangan yang paling sering terjadi. Selain itu pengawasan belum 

efektif dapat dilihat dari penentuan desa yang akan diperiksa masih 

belum menggunakan penilaian ataupun skoring, penentuan materi 

pemeriksaan masih belum berbasis risiko, belum adanya kriteria 

ataupun Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan 

pemeriksaan serta penentuan masa pemeriksaan. Selain itu didapatkan 

juga kondisi dimana pemeriksaan_ hanya dilakukan untuk kegiatan 

yang berlangsung pada tahun sebelumnya atau tidak dilakukan hingga 

tahun berjalan. Hal ini berpotensi akan terjadi penyimpangan yang 

berulang sehingga kesalahan akan selalu muncul setiap tahunnya, 

karena tidak dicegah secara dini. 

Dari seluruh pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat masih 

belum memenuhi unsur-unsur pengawasan yang efektif menurut 

pendapat yang disampaikan oleh Sarwoto (2010:28), dimana dikatakan 
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bahwa pengawasan yang efektif adalah jika memenuhi unsur 

keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif 

dan menyeluruh serta terpusat yaitu dengan memutuskan pada bidang

bidang penyimpangan yang paling sering terjadi. 

Selain belum memenuhi unsur pengawasan yang efektif 

menurut pendapat Sarwoto (20 I 0:28), basil penelitian dan pembahasan 

diatas juga belum memenuhi unsur pengawasan yang efektif menurut 

Schermerhorn (2000), yang mengatakan bahwa pengawasan yang 

efektif haruslah memenuhi unsur diantaranya adalah berorientasi pada 

hal-hal yang strategis atau fokus pada penyimpangan yang sering 

terjadi, tidak kompleks, cepat dan dapat dimengerti, karena 

pengawasan ADD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 

Bulungan masih bersifat komprehensif (kompleks) artinya belum 

fokus kepada penyimpangan yang sering terjadi, tidak cepat artinya 

terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan dan juga tindak 

lanjut dari basil pemeriksaan, kemudian ada kondisi dimana terdapat 

desa yang tidak mengerti/memahami tentang basil pemeriksaan yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh T. A. M. Ronny Gosal yang berjudul 

"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kota 

Manado", dimana basil penelitiannya menyebutkan bahwa 

pengawasan Inspektorat Daerah di Kota Manado masih belum efektif 

disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan 
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pengawasan serta belum akuratnya data penyimpangan yang 

ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat kota 

Manado. 

Pengawasan yang efektif seharusnya dapat mendeteksi 

potensi kesalahan, penyalahgunaan, penyelewengan dimasa yang akan 

datang, pengawasan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan agar 

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun 

karena tidak berjalan dengan efektif maka tujuan menjadi tidak 

tercapai. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan dari pengawasan 

menurut Silalahi (2003:181) yang salah satunya adalah mencegah 

terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Ketidakefektifan pengawasan ini pula yang menyebabkan masih 

banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan ADD 

sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab awal. 

Pengawasan juga hendaknya dapat memberi petunjuk jika 

terdapat penyimpangan yang terjadi, tujuannya adalah agar terjadi 

. . 

perbal._kan kerja sehi~gga hasil kegiatan yang dilaksanakan tidak 

menyimpang jauh dari apa yang direncanakan, pengawasan yang tidak 

efektif akan mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan dalam 

memberikan petunjuk tersebut sehingga akan terjadi penyimpangan 

yang terns menerus. 

Keberhasilan dari akuntabilitas anggaran/pengelolaan 

keuangan desa sangat bergantung dari kebijakan serta implementasi 

pelaksanaan ADD, namun pembinaan dan pengawasan dari pihak yang 
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berwenang dalam pelaksanaannya turut pula mendukung keberhasilan 

akuntabilitas itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi serta 

pembinaan dan pengawasan yang baik akan membuat pelaksanaan 

ADD mencapai tujuan yang telah diharapkan, sebaliknya jika 

partisipasi masyarakat rendah serta pembinaan dan pengawasan yang 

kurang baik/efektif akan membuat pelaksanaan ADD tidak mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

3. Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana 

Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Rangka 

Mewujudkan Kemandirian Pemerintahan Desa. 

Hambatan adalah usaha atau faktor yang memiliki sifat atau 

memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi suatu kegiatan atau 

kinerja sebuah sistem. Berikut pembahasan mengenai faktor penghambat 

efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten 

Bulungan dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintahan desa 

adalah sebagai berikut : 

a. Somber Daya Aparatur 

Follett (1924) dalam Keban (2008) mendefinisikan manajemen 

sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain (getting things 

done through other people). Dari definisi Follett tersebut mengandung 

pemahaman bahwa unsur manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam suatu proses pencapaian hasil atau dapat dikatakan sebagai faktor 

utama dalam manajemen. 
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Sebagai salah satu fungsi manajemen, peran pengawasan 

sangatlah penting, peran pengawasan tersebut harus pula didukung dengan 

sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya baik secara 

kuantitas maupun kualitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Karena sumberdaya manusia adalah merupakan motor penggerak bagi 

suatu organisasi. Tidak adanya atau kurangnya sumberdaya manusia baik 

secara kuantitas maupun kualitas akan menyebabkan organisasi gagal 

dalam mewujudkan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan Tabet 4.1 dapat dilihat bahwa secara kuantitas dari 

seluruh pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yang 

berjumlah 37 orang, hanya ada 20 pemeriksa yaitu 11 orang auditor dan 1 

orang P2UPD ditambah 4 orang Inspektur Pembantu yang bertindak 

sebagai Wakil Penanggungjawab dan 4 orang pelaksana yang diperankan 

sebagai pemeriksa atau sebanyak 48,64 % dari total seluruh pegawai 

negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan wawancara dengan key informan YA (Sekretaris 

Inspektorat Kabupaten Bulungan) mengenai fakto-r pengl}ambat efektivitas 

pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan 

dalam mewujudkan kemandirian pemerintahan desa, diperoleh pemyataan 

bahwa: 

"Inspektorat Kabupaten Bulungan hanya memiliki personil 
pemeriksa sebanyak 18 orang, diantaranya adalah 12 orang yang 
telah memiliki sertifikat sebagai pemeriksa ( 11 auditor, 1 P2UPD) 4 
orang pejabat eselon ill sebagai Inspektur Pembantu Wilayah, dan 4 
orang pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa. Dengan jumlah 
tersebut tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang ada 
dalam PKPT, karena selain melakukan pemeriksaan reguler, 
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Iospektorat Kabupaten Bulungan juga melakukan togas lainnya" 
(Hasil Wawancara, Senin 6 Maret 2017). 

Tugas pokok dan fungsi Inspek:torat seperti yang dimaksud oleh 

informan di atas tertuang dalam Permendagri Nomor 71Tahun2015 yaitu: 

a. · Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan 

keuangan, 

b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 

governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan 

pemerintah kabupaten/kota. 

c. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi: 

1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; 

2) Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan; 

3) Koordinasi program pengawasan; 

4) Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai 

hal-hal yang dianggap strategis dilingkungan Kabupaten/Kota. 

Dari sejumlah tugas diatas, tidak semuanya dapat dilaksanakan 

karena menyesuaikan dengan keterbatasan, dan salah satun.ya adalah 

karena keterbatasan personil. Tugas yang dapat dilaksanakan oleh 

Inspek:torat Kabupaten Bulungan Tahun 2016 selain pemeriksaan reguler 

adalah Reviu Laporan keuangan, Reviu Laporan Kinerja Instansi 

pemerintah, Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu dan Pemantauan tindak lanjut basil pengawasan, tugas ini 

termasuk kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja dan keuangan .. 
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Jumlah obyek pemeriksaan reguler yang harus diperiksa pada 

tahun 2016 adalah sebanyak 64, hat ini berdasarkan data yang diperoleh 

oleh peneliti berupa Data Obyek pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan 

tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2016 yang rinciannya terdapat pada 

lampiran 4 dimana diantaranya juga termasuk 20 desa penerima ADD. 

Artinya dalam setahun Inspektur Pembantu Wilayah hams 

menyelesaikan 16 obyek pemeriksaan, dengan jumlah hari pemeriksaan 

antara 5-20 hari. 

Dengan melihat kondisi ini dapat dilihat bahwa jumlah 

pemeriksa yang ada tidak sebanding dengan jumlah obyek yang 

seharusnya diperiksa atau terdapat ketidakseimbangan antara jumlah 

personil dengan beban kerja pemeriksaan. Kondisi ini cukup menyulitkan 

Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif. 

Hal ini didukung pula dengan keterangan EY, auditor pada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan bahwa : 

"Togas Inspektorat cukup banyak, namun di Inspektorat 
Bulongan, jumlah pemeri_ksanya masih minim, dimana dalam satu 
kali penugasan, biasanya ha.nya bertiga orang dimana 1 orang 
bertilldak sebagai ketua tim, 2 lainnya sebagai anggota tim, sehingga 
ada beberapa obyek pemeriksaan yang tidak sempat kami periksa 
taboo ini". (Hasil Wawancara, Senin 13 Maret 2017). 

Hal ini dibenarkan pula oleh NH, Kepala Sub Bagian Program 

dan Keuangan dengan pemyataannya kepada peneliti yaitu : 

"Dari 64 obyek pemeriksaan yang direncanakan atau 
dimasokkan dalam PKPT, terdapat 10 obyek pemeriksaan yang 
tidak sempat diperiksa pada taboo 2016" (Hasil Wawancara, Kamis 
16 Maret 2017). 

43166

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

Hal ini juga diperkuat dengan data yang diberikan oleh Sub 

Bagian Program dan Keuangan yang menerangkan bahwa terdapat obyek 

yang tidak terperiksa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian dibawah ini : 

Tabel 4.2 
Obyek Pemeriksaan yang tidak terperiksa Tahun Anggaran 2016 

No OBYEK PEMERIKSAAN 

1 Badan Pelaksana Penyuluh Ketahananan Pangan 
2 Kelurahan Tan_jung Selor Timur 
3 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
4 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah 
5 Kelurahan Tanjung Palas Hulu 
6 Kelurahan Tanjung Palas Hilir 
7 Kelurahan Taniung Palas Tengah 
8 Kelurahan Kelurahan Karang Anyar 

9 Bagian Humas Sekretariat Daerah 
10 Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Sumber Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan Inspektorat 
Kabupaten Bulungan (2017) 

Sedangkan dari segi kualitas pemeriksa, Inspektur Pembantu 

Wilayah IV, RM menyatakan bahwa : 

"lnspektorat Kabupaten Bulungan belum memiliki pejabat 
fungsional Pengendali Te~is, Auditor Muda yang masih b~rjumlah 2 

-orang,_ dan auditor . serta ~2UPD pun - m~sih berjumlah 10 orang. 
Selama ini Pengendali Teknis diperankan oleh pejabat eselon 3 
sebagai wakil penanggungjawab, sedangkan 4 orang pelaksana 
lainnya belum memiliki sertifikasi sebagai auditor atau P2UPD, 
padahal untuk memenuhi unsur kualitas pemeriksaan yang optimal, 
seharusnya didukung oleh aparatur pemeriksa yang memenuhi 
standar audit" (Hasil Wawancara, Rabu 8 Maret 2017). 

Jumlah Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) pada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 4, masing-masing 

lRBANWIL memiliki program pemeriksaan dengan melibatkan pemeriksa 

yang ada, dalam setiap penugasan yang ideal, tirn pemeriksa harus terdiri 
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dari Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota 

Tim, wakil penanggungjawab adalah jabatan struktural yang dipegang oleh 

seorang Inspektur Pembantu (IRBAN), sedangkan Pengendali Teknis, 

Ketua Tim dan Anggota Tim adalah jabatan fungsional yang harus 

memiliki sertifikat keahlian pada masing-masingjenjang. 

Kondisi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan 

menunjukkan bahwa belum ada pejabat yang memiliki sertifikasi keahlian 

sebagai pengendali teknis, padahal pengendali teknis memiliki peran yang 

sangat strategis karena memliki kewenangan untuk mereviu pekerjaan 

yang dilakukan oleh ketua tim, selain itu hanya terdapat 2 orang pemeriksa 

yang memiliki sertifikasi ketua tim, artinya dengan 4 IRBANWIL yang 

ada, hanya ada 2 penugasan yang memiliki ketua tim bersertifikat, 

sedangkan lainnya adalah anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim 

yang belum memiliki sertifikat, kondisi lainnya adalah terdapat pemeriksa 

yang temyata belum memiliki sertifikat keahlian sebagai anggota tim, 

kondisi ini berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan standar kualitas audit yang ada. 

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang handal akan 

sangat mendukung keberhasilan lnspektorat Kabupaten Bulungan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan. Namun j ika 

melihat kondisi di atas, keterbatasan personil pemeriksa baik secara 

kuantitas maupun kualitas mengakibatkan Inspektorat Kabupaten 

Bulungan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dari 

hasil wawancara sebelumnya juga terdapat pemyataan bahwa 
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ketidakefektivan pengawasan yang disebabkan keterlambatan pelaporan 

juga salah satunya adalah diakibatkan oleh karena kurangnya personil 

pemeriksa. 

b. Kompetensi Auditor/P2UPD 

Jumlah perneriksa yang ada pada Inspektorat Kabupaten 

Bulungan adalah sebanyak 11 (sebelas) orang auditor dan I (satu) orang 

P2UPD, dari jumlah tersebut hampir seluruhnya belum paham mengenai 

tata kelola desa /pemerintahan desa maupun tata kelola keuangan desa, 

Hal ini berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh KF, P2UPD 

pada Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu : 

" Dari seluruh pemeriksa yang terlibat dalam pengawasan 
ADD, hanya beberapa orang saja yang pernab mengikuti pendidikan 
dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintaban desa dan tata kelola 
keuangan desa, hal ini cukup menyulitkan pemeriksa dalam 
melaksanakan pemeriksaan, karena tata kelola desa berbeda dengan 
tata kelola satuan kerja pemerintah daerah (SK.PD)" (Hasil 
Wawancara, Kamis 16 Maret 2017). 

Hal ini dibenarkan pula dengan keterangan EY, auditor pada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan bahwa : 

"Kekurangpahaman pemeriksa terbadap proses dan_ -tata 
kelola didesa mengakibatkan ada perbedaan persepsi antara 
pemeriksa dengan pemerintah desa, akibatnya adalah seringkali 
rekomendasi auditor pada saat pemeriksaan tidak bisa menyentuh 
langsung keakar masalah atau pemerintah desa kurang pabam akan 
rekomendasi yang disampaikan oleh auditor "(Hasil Wawancara, 
Senin 13 Maret 2017). 

Pemyataan diatas tidak sesuai sesuai dengan apa yang tercantum 

pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa 

Audit harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang secara kolektif harus 

mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan audit intern. 
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Oleh karena itu, p1mpman APfP hams mengalokasikan Auditor yang 

mempunyai latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan 

keterampilan, kompetensi lain serta pengalaman sesuai dengan kebutuhan 

audit. Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan audit yaitu pemeriksaan 

ADD disini adalah pemeriksa seharusnya memiliki pengetahuan tentang 

tata kelola pemerintahan desa sehingga memahami proses pengelolaan 

ADD, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, 

penatausahaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan. 

Kurangnya pemahaman pemeriksa terhadap pengelolaan ADD 

menyebabkan perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah 

desa dalam menyikapi adanya suatu masalah didesa, perbedaan persepsi 

ini menyebabkan rekomendasi yang disampaikan oleh pemeriksa tidak 

dapat dipahami atau tidak diterima oleh pemerintah desa. 

c. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tidak 

menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang 

prioritas/strategis. 

Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat 

Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 tercantum bahwa hanya ada 2 

(dua) desa yang diperiksa pada masing-masing kecamatan, dengan kata 

lain bahwa dengan jumlah kecamatan sebanyak l 0 (sepuluh) kecamatan, 

maka desa yang diperiksa hanya sebanyak 20 (dua puluh) desa, sementara 

jumlah desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Bulungan mencapai 74 

Desa, ini artinya bahwa PKPT tidak menempatkan ADD sebagai obyek 

pemeriksaan yang prioritas/strategis. 
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Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh YA 

(Sekretaris Inspektorat kabupaten Bulungan) bahwa: 

"ADD yang diperiksa tahun ini hanya dilaksanakan pada 20 
desa yang tersebar di 10 Kecamatan, karena selain ADD Inspektorat 
juga memiliki obyek pemeriksaan lainnya sehingga waktu yang ada 
tidak dapat mengcover seluruh ADD" (Hasil Wawancara, Senin 6 
Maret 2017) . 

Selain itu pemyataan dari NH, Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan juga membenarkan kondisi tersebut dengan keterangannya 

yaitu: 

"Tahon 2016 Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki 
PK.PT yang mencantumkan 64 obyek pemeriksaan yang harus 
diperiksa, dengan tambahan ADD sebanyak 74 desa tentu saja akan 
sulit dilaksanakan, selain karena keterbatasan personil juga 
keterbatasan waktu dan anggaran" (Hasil Wawancara, Senin 6 Maret 
2017). 

Kondisi yang ada pada Inspektorat Kabupaten Bulungan belum 

menempatkan ADD sebagai obyek yang prioritas untuk diperiksa, hal ini 

dapat dilihat dari jumlah ADD yang diperiksa yang tidak mencapai jumlah 

yang cukup signifikan yaitu 20 desa dari 74 desa atau hanya 27,03 dari 

keseluruhan ~esa yang ada di Kabupaten Bulungan. 

Hal ini disebabkan karena pemeriksaan reguler yang 

dilaksanakan belum berdasarkan skoring ataupun penilaian risiko dari 

suatu obyek pemeriksaan, hanya berdasarkan pada jumlah SKPD yang 

menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Bulungan dan sisanya adalah 

ADD. Seharusnya penentuan obyek pemeriksaan telah berdasarkan 

penilaian risiko sehingga pengawasan yang dilakukan dapat menjadi lebih 

efektif . 
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ADD merupakan suatu program yang strategis serta menjadi 

andalan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

karena itu pemerintah mengalokasikan dana ADD cukup besar ke masing-

masing desa dan meningkat signifikan setiap tahunnya. Alokasi Dana yang 

cukup besar tentu saja perlu mendapat perhatian yang lebih, maka dari itu 

perlu adanya pengawasan agar program tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan program yang diinginkan. Kurangnya pengawasan 

berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan ADD. 

Hal yang paling riskan dalam ADD adalah pengelolaan 

keuangan desa, terutama karena dana yang diterima desa cukup besar, 

sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. 

Kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa dapat 

menimbulkan dampak hukum jika tidak dijalankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan, penyimpangan-

penyimpangan tersebut dapat segera dideteksi dan para aparatur 

desa/pemerintah desa akan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Hal ter~ebut sebagaima~ia yang 

disampaikan oleh Simbolon (2004:62) yang menyatakan bahwa fungsi dari 

pengawasan yaitu : 

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang 
diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 
kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang 
tidak diinginkan. 

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar 
pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan 
pemborosan-pemborosan. 
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Dari beberapa faktor penghambat efektivitas pengawasan ADD 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan yang telah dibahas 

diatas ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafidzin 

Sholeh dengan judul penelitian "Efektifitas Pengawasan Inspektorat 

Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus 

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)" dimana hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa faktor penghambat efektivitas pengawasan 

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah diantaranya adalah Kapasitas 

Sumber Daya Manusia sebagian belum memiliki kemampuan dalam 

menjalankan fungsi pengawasan. 

Selain faktor internal diatas , faktor lain berupa faktor eksternal 

yang juga menjadi penghambat efektivitas pengawasan ADD adalah 

terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) oleh desa 

kepada pihak yang berwenang. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Efektivitas Pengawasan 

Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Masyarakat, BPD, 

serta unsur pemerintahan daerah yaitu Tim Fasilitasi Desa Tingkat 

Kabupaten dan Kecamatan dan lnspektorat Kabupaten. Pelaksanaan 

pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang 

dinamakan pemeriksaan reguler. Pengawasan dilaksanakan untuk 

memastikan bahwa kegiatan ADD yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, 

perencanaan. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan terse~ut harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga 

tujuan untuk mewujudkan akuntabililtas anggaran desa dapat tercapai. 

2. Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten 

Bulungan masih belum efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu 

dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat 

dengan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang 

paling sering terjadi. 
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: 
' 

., 3. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh 
:; 

Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan 

i 
" akuntabilitas anggaran desa adalah : 

a. Faktor Internal yaitu : 

1) Sumber Daya Aparatur 

Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur 

pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bulungan mengakibatkan 

kurang efektifuya pengawasan yang dilakukan terhadap ADD. 

2) Kompetensi pemeriksa 

Aparatur pemeriksa hampir seluruhnya belum paham 

mengenai tata kelola desa /pemerintahan desa, sehingga ada 

perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa, 

akibatnya adalah seringkali rekomendasi pemeriksa pada saat 

pemeriksaan tidak dipahami oleh pemerintah desa. 

3) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) belum 

menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang 

prioritas/strategis. 

Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 

Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 tercantum 

bahwa hanya ada 2 (dua) desa yang diperiksa pada masing -

masing kecamatan, 

dengan kata lain bahwa dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 

(sepuluh) kecamatan, maka desa yang diperiksa hanya sebanyak 20 
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(dua puluh) desa, sementara jumlah desa keseluruhan yang ada di 

Kabupaten Bulungan mencapai 74 Desa, atau tidak sampai setengah 

dari jumlah desa yang ada, ini artinya bahwa PK.PT tidak 

menempatkan ADD sebagai obyek pemeriksaan yang 

prioritas/strategis. 

b. Faktor Ekstemal 

B. Saran 

Faktor ekstemal yang menjadi penghambat efektivitas pengawasan 

alokasi dana desa oleh lnspektorat Kabupaten Bulungan adalah 

terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) 

pengelolaan ADD oleh desa. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada 

Inspektorat Kabupaten Bulungan khususnya dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bulungan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar 

evaluasi efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh Inspektorat 

Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Anggaran 

Desa yang dapat ditinjau dari dua-jeriis-_saran sebagai berikut: . 

1. Saran Teoritis 

Cakupan penelitian ini masih terbatas pada konsep pengawasan yang 

efektif yang ditinjau dari unsur keakuratan, ketepatan waktu dalam 

pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh serta terpusat yaitu 

dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling 

sering terjadi, maka sangat disarankan untuk pengembangan penelitian 
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selanjutnya dapat mencakup unsur pengawasan yang efektif secara 

menyeluruh berdasarkan teori. 

2. Saran Praktis 

a. Perlu dibentuknya Tim Pemeriksa Khusus atau Satuan Tugas 

(Satgas) yang terdiri dari minimal 2 orang pemeriksa 

(auditor/P2UPD) ditambah pelaksana yang diperankan sebagai 

pemeriksa, tim khusus/Satgas ini yang bertugas dan fokus untuk 

melakukan pemeriksaan pada ADD, menyusun metode pemeriksaan 

dan tidak terganggu dengan tugas pemeriksaan lainnya. Sebelum 

turun melakukan pemeriksaan, tim ini juga dibekali dengan 

pengetahuan dan keahlian mengenai pengelolaan ADD. 

b. Perlu adanya peningkatan kapasitas/kompetensi bagi pemeriksa 

tentang tata kelola desa seperti pelatihan Sistem Keuangan Desa, 

Pengelolaan Keuangan Desa, pelatihan tentang Pengadaan 

Barang/Jasa pada desa, pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 

agar terdapat persamaan persepsi antara pemeriksa dan pemerintah 

desa dalam hal tata kelola desa. 

c. Perlu adanya penambahan sampel jumlah desa yang diperiksa di atas 

50%, penentuan sampel desa yang diperiksa dapat dilakukan dengan 

melakukan penilaian risiko atau pembobotan, misalnya dari jumlah 

anggaran yang besar atau dari banyaknya temuan pada hasil 

pemeriksaan tahun sebelumnya, semakin besar bobot atau nilai maka 

semakin besar kemungkinan untuk diperiksa. 

,. 
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d. Teknik pemeriksaan lnspektorat agar diarahk:an dan berfokus kepada 

hal-hal yang sering terjadi penyimpangan, terutama pada 

pengelolaan keuangan desa dengan terlebih dahulu melakukan 

inventaris/pemetaan hasil temuan pada tahun sebelumnya. 

e. Menyusun aturan tentang pemberian sanksi kepada desa yang tidak 

menyampaikan SPJ tepat waktu. 
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LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN 

Judul Penelitiao Efektivitas Pengawasao Alokasi Dana Desa oleh lnspektorat Kabupaten 
Bulungan dalam Mewujudkan Kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah 
Des a 

Nama Mabasiswa Hisfarini HF 

NIM 500894706 

INF ORMAN 

NO PERTANYAAN 
2 3 4 5 6 7 

I 
Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam 
Mewujudkan Akuntabilitas Anggarao Desa 

Apakah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban ADD " 
2 Apakah ada batas waktu pengumpulan SPJ? " 3 Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan ADD " 
II Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleb Inspektorat 

Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas 
An1?1?arao Desa 

1 Ada unsur Keakuratao, data harus dapat dijadikao 
pedomao dan valid 

a. Bagaimanakah pengawasan ADD dilaksanakan " " " " " b. Apakah pemeriksaan ADD yang telah dilakukan telah " " " sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

c. Berapa jumla~ desa yang diperiksa setiap tahurinya ? 
. " " " " " d. Bagaimanakah·data tentang ADD pada desa didapatkan? " " " " " e. Apakah Pemeriksa melakukan konfirmasi terkait data " " " yang diberikan oleh desa ? 

f. Apakah data yang dimuat dalam LHP telah dilakukan " " " konfirmasi terlebih dahulu kepada desa yang diperiksa 

2 Tepat Waktu, laporao peogawasan yang dikumpulkan, 
disampaikan dao dievaluasikao secara cepat dao tepat 
dimaoa kegiatan perbaikao perlu dilaksaoakao 

a. Bagaimana mekanisme pemeriksaan ADD ? " " " " " b. Apa saja yang menjadi penghambat pengumpulan data ? " " " c. Apakah LHP dibuat tepat waktu ? " " " " d. Berapa lama desa harus menindaklanjuti hasil temuan " " " " 1vang terdaoat oada LHP ? 
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3 Objektif dan menyelurub, dalam arti mudab dipahami. 

a. Apakah penyusunan LHP telah sesuai dengan pedoman 
yang berlaku 

b. Apakah sebelum menerbitkan LHP, pemeriksa 
melakukan ekspose atau pemaparan hasil pemeriksaan 

c. Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ADD 
dilakukan reviu secara berieniang 

d. Apakah desa melakukan koordinasi terkait dengan 
temuan hasil pemeriksaan ? 

4 Terpusat, yaitu dengan memutuskan pada bidang-bidang 
penyimpangan yang paling sering terjadi 

a. Apakah ada pedoman yang mengatur tentang penentuan 
desa mana yang akan dijadikan obyek pemeriksaan ? 

b. Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan 
untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan obyek 
pemeriksaan ? 

c. Apakah telah ada penentuan tentang aspek apa saja yang 
diperiksa pada saat pemeriksaan ADD 

m Faktor-faktor penghambat efektivitas pengawasan alokasi 
dana desa oleb Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam 
mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

a. Apa saja yang menjadi penghambat efektivitas 
pengawasan alokasi dana desa ? 

Keterangan : 
- Informan 1 : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan 

lnspektur Pembantu Wilayah IV - Infonnan 2 : 
- lnfonnan 3 : 
- Infonnan 4 : 
- lnforman 5 : 
- lnforman 6 : 
- lnfonnan 7 : 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
Auditor 
P2UPD 
Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan · . 
Pendapatan f?esa Badan Pemberdayaan Masyarakal_ 
Desa Kabupaten Bulungan 

" " " " " 
" " " 

" " ..J " ..J 

" " " " 
" " " " " 
" " " " " 
" " " " " 

" " " " " 
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LAMPIRAN2 

TRANSKRIP WAW ANCARA 

Nama lnforman (1-1) YA 

Jabatan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan 

NO TRANSKRIP WA W ANCARA 

I Mekanisme peogawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

P : Menurut anda apakah Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan ADD ? 

1-1 : Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan 
pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang ADD'', 

P : Dalam bentuk apakah pengawasan tersebut 

1-1 : Pengawasan biasanya dilakukan dengan kegiatan yang dinamakan pemeriksaan reguler 

2 Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleb lnspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan 
Akuntabilitas Anggaran Desa 

a Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid 

P: Apakah pemeriksaan ADD dilaksanakan setiap tahun 

1-l : ya, Pemeriksaan terhadap ADD dilakukan setiap tahun 

P : berapakah jurnlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunya 

1-l : jumlah desa yang masuk kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016 hanya berjumlah 20 Desa 
darijumlah desa keseluruhan yaitu 74 desa 

b Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 

p : Kapan clan bagairnanakah mekanisme pengajuan kegiatan pemeriksaan ADD 

1-l : Waktu pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan masing-masing lnspektur Pembantu. Sebelum 
melaksanakan pemeriksaan, Inspektur Pembantu masing-masing wilayah membuat telaahan stafyang 
ditujukan kepada Inspektur tentang tujuan, obyek dan waktu pemeriksaan serta personil tim pemeriksa Setelah 
mendapat persetujuan, Inspektur mengeluarkan Surat Tugas sebagai dasar bagi tim pemeriksa untuk 
melakukan perneriksaa -

P : Bagaimanakah mekanisme tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ADD . - -

1-1 : Terdapat beberapa desa yang tidak segera melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
tim pemeriksa, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan ADD tidak dapat segera 
diperbaiki 
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c 

d 

3 

Objektif dan menyeluruh 

P: Apakah LHP yang diterbitkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu 

1-1 : Setelah Ketua Tim menyelesaikan LHP, seharusnya LHP di reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis 
dan Pengendali Mutu, namun karena di Inspektorat Kabupaten Bulungan belum ada pengendali teknis dan 
pengendali mutu, maka LHP direviu oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat baru kemudian 
disetujui oleh Inspektur. Tujuan dari reviu berjenjang ini adalah agar laporan yang dihasilkan terhindar dari 
kesalahan-kesalahan baik kesalahan redaksi maupun kesalahan substansi 

Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi 

P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa 

I-I : Desa mana saja yang akan diperiksa ditentukan oleh Inspektur Pembantu wilayah masing-masing, tidak ada 
kriteria ataupun penilaian sebagai dasar dalam menentukan desa mana yang akan diperiksa 

P : Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan 
obvek nerneriksaan ? 

1-1 : Belum ada penentuan desa berdasarkan hasil penilaian atau skoring 

P : apakah pemeriksaan ADD dilaksanakan dengan berfokus pada hal yang strategis 

1-1 : Perencanaan kegiatan pemeriksaan pada PKPT masih belum berbasis resiko atau belum berfokus pada hal-hal 
yang strategis 

Faktor-faktor Pengbambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleb Inspektorat Kabupaten Bulungan 
Dalam Mewujudkan Akuotabilitas Aoggarao Desa 

P : Apakahjumlah pemeriksa sebanding denganjurnlah obyek pemeriksaan 

I-1 : Inspektorat Kabupaten Bulungan hanya memiliki personil pemeriksa sebanyak 18 orang, diantaranya adalah 
12 orang yang telah merniliki sertifikat sebagai pemeriksa ( 11 auditor, 1 P2UPD) 4 orang pejabat eselon ill 
sebagai Inspektur Pembantu Wilayah, dan 4 orang pelaksana yang diperankan sebagai pemeriksa. Dengan 
jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang ada dalam PK.PT, karena selain 
melakukan pemeriksaan reguler, lnspektorat Kabupaten Bulunganjuga melakukan tugas lainnya 

P : Apakah pemeriksaan ADD termasuk kegiatan prioritas/strategis 

I-1 : ADD yang diperiksa tahun ini hanya dilaksanakan pada 20 desa yang tersebar di I 0 Kecamatan, karena selain 
ADD Inspektoratjuga memiliki obyek pemeriksaan lainnya sehingga waktu yang ada tidak dapat rnengcover 
seluruhADD 

P_: pertanyaandari Peneliti 
I : Inforinan 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

Nama Informan (1-2) MR 

Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah IV 

" 

NO TRANSKRIP WA W ANCARA 

1 Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

p: Menurut anda apakah Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan ADD? 

1-2: Sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan ADD, pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada 
Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara fungsional untuk memastikan bahwa kegiatan ADD telah 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

2 Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan 
Akuntabilitas Anggaran Desa 

a Ada unsur Keakuratan, data barus dapat dijadikan pedoman dau valid 

p: berapakahjumlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunnya? 

1-2: Hanya 2 (dua) desa pada setiap kecamatan yang diperiksa oleh masing-masing wilayah, hal ini berdasarkan 
pada Obyek Pemeriksaan PKPT Tahun 2016 yang telah dibagikan kepada masing-masing Inspektur 
Pembantu pada setiap awal tahun 

P: Apakah ada kendala dalam pengumpulan data pada saat pemeriksaan ? 

1-2: Pada saat akan melakukan pemeriksaan, terkadang desa yang akan diperiksa belum menyerahkan berkas 
pertanggungjawaban beserta seluruh kelengkapannya, hal ini terkadang menyulitkan bagi tim pemeriksa 
untuk melakukan pemeriksaan 

b Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 

p: Berapakahjumlah hari pemeriksaan ADD? 

I-1: Pemeriksaan ADD dilaksanakan selama 5 hari untuk masing-masing desa 

P: Dalam 5 hari tersebut apa saja yang dilakukan ? 

I-2: dalam waktu 5 hari tersebut tim pemeriksa melaksanakan pengumpulan data, penelaahan data, 
pembandingan data dengan basil kegiatan serta pemeriksaan kegiatan fisik dan membuat laporan hasil 
pemeriksaan 

P: Apakah ada kendala ~lam pengurnpulan data ? 

- 1-2 : Dalam pengumpulan data terkadang tim. pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa terlambat 
menyampaibn laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak lengkap, dan 
tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa 

P: Bagaimana mekanisme pembuatan laporan basil pemeriksaan ? 

1-2: Setelah melakukan pemeriksaan, Ketua Tim pemeriksa membuat laporan basil pemeriksaan untuk kemudian 
disampaikan kepada lnspektur, namun sebelumnya dilakukan verifikasi oleh lnspektur Pembantu masing-
masing wilayah kemudian oleh Sekretaris lnspektorat 

p: Apakah ada kendala dalam pembuatan laporan ? 

1-2: Pelaksanaan pembuatan laporan sering mengalami keterlambatan kru-ena waktu pemeriksaan yang kurang, 
karena banyaknya aspek yang diperiksa, kurangnya personil pemeriksa, data yang kurang atau menunggu 

basil tanggapan dari desa yang diperiksa 
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c 

d 

2 

Objektif dan menyelurub 

P : Apakah tim pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada dcsa yang diperiksa ? 

I-2: Sebelum LHP disusun oleh Ketua Tim, tim pemeriksa seharusnya melakukan pemaparan hasil pemeriksaan 
(ekspose) yang dihadiri oleh aparatur desa sebagai pelaksana ADD yang diperiksa, namun karena 
keterbatasan waktu dan lokasi desa yang jauh ha! ini sering tidak dilakukan, sehingga LHP langsung 
diserahkan untuk diterbitkan 

Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi 

P: Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ? 

I-2 : pemilihan desa berdasarkan kesepakatan dari tim pemeriksa 

P: Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan 

obvek oemeriksaan ? 
1-2: Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko, yaitu belum dilakukan penilaian atau skoring 

mengenai penentuan desa 

Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lospektorat Kabupaten 
Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

P: Apakah pemeriksa memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit ? 

I-2: Inspektorat Kabupaten Bulungan belum memiliki pejabat fungsional Pengendali Teknis, Auditor Muda yang 
masih berjurnlah 2 orang, dan auditor serta P2UPD pun masih berjumlah 10 orang. Selama ini Pengendali 
Teknis diperankan oleh pejabat eselon 3 sebagai wakil penanggungjawab, sedangkan 4 orang pelaksana 
Jainnya belum memiliki sertifikasi sebagai auditor atau P2UPD, padahal untuk memenuhi unsur kualitas 
pemeriksaan yang optimal, seharusnya didukung oleh aparatur pemeriksa yang memenuhi standar audit 

P : pertanyaan dari Peneliti 

I: Informan 
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TRANSKRIP WAW ANCARA 

Nama Informan (1-3) NH 

Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program 

NO 

I 

a 

b 

c 

3 

,. .. . ' . ·.- .. 

TRANSKRIP WA W ANCARA 
.. 

Efcktivitas Pcngawasan Alokasi Dana Desa Olch lnspcktorat Kabupatcn Bulungan Dalam Mewujudkan 
Akuntabilitas An22aran Desa 
Ada unsur Kcakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid 

P : berapakah jumlah desa keseluruhan dan berapa desa yang diperiksa setiap tahunya? 

I-3: Pada Tahun 2016, pemeriksaan ADD pada desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupalen Bulungan 
yang masuk dalam Obyek Pemeriksaan PKPT hanya 2 

Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan pcrlu dilaksanakan 

P: Berapakahjumlah hari pemeriksaan ADD? 

1-3: Masing-masing desa diberikan alokasi waktu selama 5 (hari) untuk waktu pemeriksaan 

P: Kapan waktu pelaksanaan pemeriksaan ? 

1-3 : Dalam Obyek Pemeriksaan PKPT telah disebutkan waktu pelaksanaan pemeriksaan, namun 
pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan masing-masing IRBAN. Masing-masing desa diberikan alokasi 
waktu selama 5 (hari) untuk waktu pemeriksaan 

Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi 

P: Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ? 

1-3 : Dalam PKPT Tahun 2016 hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan ADD dilakukan pada 2 ( dua) desa 
setiap kecamatan, namun tidak menyebutkan desa mana yang diperiksa. Setiap Inspektur Pembantu 
masing-masing wilayah menentukan sendiri desa yang akan dioeriksa 

P : Apakah telah ada ada penilaian risiko yang dilakukan untuk menentukan desa mana yang akan dijadikan 
obyek pemeriksaan ? 

1-3 : Pemeriksaan yang dilakukan masih belum berbasis risiko 

Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleb lnspektorat Kabupaten 
Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

P: 
1-3 : 

p: 

1-3 : 

Aoakah nemeriksaan ADD termasuk kegiatan orioritas/strategis ? 
Tahun 2016 Insi>ektorat Kabupaten Bulungan memiliki PKJ.>T yang mencantumkan M ebyek 
pemeriksaan yang harus diperiksa, dengan tambahlin ADD sebanyak 74 desa tentu saja akan sulit . 
dilaksanakan, selain karena keterbatasan personil juga keterbatasan waktu dan anggaran 

Apakahjumah pemeriksa sebanding denganjumlah obyek pemeriksa? 

karena banyaknya obyek pemeriksaan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan lebih banyak 
pemeriksaan karena mempertimbangkan waktu dan personil 

P : pertanyaan dari Peneliti 
I: lnforman 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama lnfonnan (1-4) 

Jabatan 

ZA 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

NO TRANSKRIP WA WANCARA 

l Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lnspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan 
Akuntabilitas Anggaran Desa 

a Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 

P: Bagaimana mekanisme pembuatan laporan basil pemeriksaan ? 

1-4: Setelah laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, laporan hasil pemeriksaan disampaikan 
pada sub bagian kami yang kemudian laporan tersebut digandakan dan disampaikan kepada masing-
masine: desa vane: dioeriksa 

P : Apakah terdapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ? 

1-4 : Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh sub bagian kami, didapatkan hasil bahwa hampir seluruh 
laporan basil pemeriksaan ADD tidak diselesaikan dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu 15 (lima 
belas hari) setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan 

p : Apakah ada tindak lanjut atas hasil pemeriksaan? 

1-4: Tim evaluasi dan tindak lanjut bertugas melakukan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil temuan tim 
pemeriksa pada lnspektorat Kabupaten Bulungan 

P : Apakah ada kendala dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan ? 

1-4: seringkali tim tersebut terlambat melakukan evaluasi disebabkan karena banyaknya hasil pemeriksaan 
yang harus ditindaklanjuti, selain itu desa juga tidak proaktif dalam menyampaikan hasil tindak Ian jut 
kepada tim evaluasi sehingga tirn evaluasi harus mendatangi masing-masing desa untuk mengecek apakah 
tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai hasil rekomendasi tim pemeriksa 

b Objektif dan mcnyeluruh 

P: Apakah LHP yang diterbitkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu? 

I-4: LHP sebelum diserahkan kepada Inspektur, diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu dan 

Sekretaris, namun sebelum diterbitkan biasanya kami melakukan pengecekan kembali, mengenai 
kelengkapan halam.an maupun kelengkapan lampiran-lampirai:i yang dimuat dalam LHP 

P: Apakah terdapat desa yang tidak memahami tentang isi dari LHP ? -

1-4 : Kendala yang dihadapi oleh tim evaluasi dan tindak lanjut adalah aparatur desa kurang memahami apa 
yang dimaksud dalam laporan, sehingga aparatur desa harus melakukan konsultasi berulang-ulang yang 
menl!llkibatkan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi terlambat 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

Nama Informan (1-5) 

Jabatan 

EY 

Auditor Pertama 

NO TRANSKRIP WA WANCARA 

I Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lnspektorat Kabupaten Bulungan Dalam 
Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

a Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid 

P : Apakah dengan melaksanakan pemeriksaan pada 2 desa setiap kecamatan dapat mewakili 
keseluruhan desa ? 

1-5 ; Masalah yang dihadapi oleh desa pada setiap kecamatan dalam pelaksanaan ADD sangat beraneka 
ragam, hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman desa terhadap pelaksanaan ADD berbeda-
beda, dengan hanya melakukan pemeriksaan pada 2 ( dua) desa pada setiap kecamatan, pemeriksa 
tidak bisa menyatakan bahwa seluruh desa telah atau belum melaksanakan ADD sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

P: Apakah ada kendala dalam pengumpuJan data pada saat pemeriksaan ? 

1-5 ; Pada saat pemeriksaan seharusnya data-data berupa pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di desa 
sudah lengkap, karena dijadikan bahan untuk pemeriksaan serta melakukan pengecekan apakah data 
yang disajikan pada Iaporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan kegiatan atau kenyataan yang 
ada dilapangan. Tidak adanya data yang akurat rnenyebabkan pemeriksaan yang dilakukan menjadi 
kurang valid 

Waktu pelaksanaan pemeriksaan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada sertajurnlah 
personil tim pemeriksa Hambatan yang biasanya kami temui dalam pengumpulan data dan 
pemeriksaan kegiatan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak aparatur desa karena tidak adanya 
jaringan komunikasi didesa tersebut, kondisi cuaca karena terdapat desa yang sulit ditempuh jika 
jalan menu ju lokasi sedang rusak karena musim hujan, dan juga keberadaan personil tim pelaksana 
ADD yang ada didesa karena terkadang desa yang kami datangi adalah desa yang memiliki 
penduduk yang mayoritas mata pencahariannya adalah berladang, sehingga pada musim tanam atau 
panen hampir seluruh penduduk desa tidak berada didesa namun diladang yang cukup jauh dari 

desa 

b Tepat-waktu, yait_u dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana 
kegiatan perbaikan pcrlu -dilaksanaka·n 

P: - Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan ? 

1-6: Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim mengumpulkan seluruh kertas kerja 
masing-masing anggota tim, kemudian melakukan reviu atas kerja tersebut,jika ada data yang 
kurang maka ketua tim akan memfota tambahan data kepada anggota tim yang menangani 
pemeriksaan tersebut, setelah data sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang 
dinamakan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Setelah P2HP disampaikan kepada desa, tim 
pemeriksa akan menunggu tanggapan dari desa selama 3 hari sejak terbit P2HP 

P : Apakah ada kendala dalm pelaksanaan pemeriksaan 

1-5 : Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terutama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami 
menemukan aparatur desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena 
keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dirniliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan 
untuk melakukan pemeriksaan akhimya kami gunakan untuk memberikan pelatihan danjuga 
pemahaman mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 
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P: Apakah ada kendala dalam pengumpulan data ? 

I-5 : Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa rnengalami berbagai kendala diantaranya desa 

terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang 
tidak lengkap, dan tidak cukupnya waktu perneriksaan karena keterbatasan personil perneriksa 

P: Apakah terclapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ? 

1-5: desa sering terlambat atau tidak dapat menyampaikan tanggapan tersebut sesuai waktu yang 
ditentukan sehingga tim pernerika tidak dapat rnernbuat laporan hasil perneriksaan secara tepat 
waktu 

c Objektif dan menyeluruh 

P: Apakah LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 

I-5: LHP yang disusun oleh Ketua Tim telah sesuai dengan ketentuan penyusunan LHP yaitu 
PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedornan Tata Cara Pengawasan Atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

P: Apakah tirn pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada desa yang diperiksa 
? 

I-5 : Sebelum LHP terbit seringkali tidak sempat untuk dilakukan pemaparan hasil perneriksaan, karena 
waktu yang sempit serta sulitnya komunikasi dengan aparatur desa karenajauhnyajarak desa 

d Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi 

P: Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa ? 

I-5: Karena tidak adanya kriteria yang jelas mengenai desa mana yang akan diperiksa, maka masing-
masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan desa yang akan diperiksa, Inspektur pembantu 
wilayah yang satu memilih desa berdasarkan besarnyajumlah anggaran, Inspelctur pembantu 
wilayah yang lainnya ada yang menentukan desa karena tahun sebelumnya belum pemah diperiksa, 
sedangkan yang lainnya memilih desa karena menurut laporan masyarakat temyata terdapat indikasi 
penyelewengan dana 

P : Apakah ada kriteria tentang aspek apa yang diperiksa ? 

I-5 : Dikarenakan tidak adanya kriteria yangjelas dalam menentukan materi pemeriksaan atau hal-hal apa 
saja yang diperiksa, masing-masing tim pemeriksa berbeda dalam menentukan materi pemeriksaan, 
misalnya tim pemeriksa pertama hanya memeriksa tentang ADD, bisa jadi tirn lainnya selain 
memeriksa ADD juga memeriksa mengenai administrasi pemerintahan, tugas pokok serta fungsi 
aparatur pemerintahan dan hal-hal lain diluar ADD. Selain itu Tim pemeriksa juga berbeda dalam 
menentukan tahun pemeriksaan, tim pertama memeriksa kegiatan tahun sebelumnya hingga tahun 
berjalan (rnasa perneriksaan), sementara terdapat tim lainnya yang hanya memeriksa kegiatan pada 
tahun sebelumnya 

2 Faktor-faktor Penghamb.at Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lnspektorat Kabupaten 
Bulungan Dalam Mewujnd~n Akuntabilitas Anggaran Desa 

P : Apakahjurnah pemeriksa sebanding denganjumlah obyek pemeriksa? 

1-5 : Tugas Inspektorat cukup banyak, namun di Inspektorat Bulungan, jurnlah pemeriksanya rnasih 
minim, dimana dalam satu kali penugasan, biasanya hanya bertiga orang dimana I orang bertindak 
sebagai ketua tim, 2 lainnya sebagai anggota tirn, sehingga ada beberapa obyek perneriksaan yang 
tidak sernpat kami periksa tahun ini 

P: Apakah pemeriksa memliki pengetahuan tentang tata kelola desa? 

1-5 : Kekurangpahaman pemeriksa terhadap proses dan tata kelola didesa rnengakibatkan ada perbedaan 
persepsi antara pemeriksa dengan pemerintah desa, akibatnya adalah seringkali rekomendasi auditor 
pada saat pemeriksaan tidak bisa menyentuh langsung keakar masalah atau pemerintah desa kurang 
paham akan rekomendasi yang disarnpaikan oleh auditor 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

Nama lnforman (1-6) KF 

Jabatan P2UPD 

NO TRANSKRJP WA WANCARA 

1 Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan 
Akuntabilitas An~~aran Desa 

a Ada unsur Keakuratan, data harus dapat dijadikan pedoman dan valid 

P: Apakah dengan melaksanakan pemeriksaan pada 2 desa setiap kecamatan dapat mewakili keseluruhan 

desa? 
1-6: Pemeriksaan ADD yang hanya 2 (dua) desa pada masing-masing kecamatan masih belum cukup mewakili 

keseluruhan desa pada masing-masing kecamatan, karena setiap desa memiliki karakter yang berbeda, 
mulai dari kompetensi personil pelaksana ADD maupun tingkat partisipasi masyarakat dan lain-lain 

P: Apakah ada kendala dalam pengumpulan data pada saat pemeriksaan ? 

1-6 : Pada saat pemeriksaan, tim pemeriksa sering mengalarni kesulitan karena data yang seharusnya diserahkan 
oleh desa pada saat pemeriksaan belum siap atau tidak ada, sehingga pada saat mengambil kesimpulan 
pada hasil pemeriksaan tidak berdasarkan pada data yang akurat 

Pengumpulan data biasanya dilakukan sebelum tim pemeriksa turun ke desa, namun j ika ada yang tidak 
lengkap kami melakukan konfirmasi kembali kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab atau 
Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Pelaksana ADD di desa, setelah itu data yang ada kami telaah dan kami 
bandingkan dengan basil kegiatan dilapangan, pengumpulan data biasanya terhambat oleh lambatnya 
penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh desa hampir seluruh penduduk desa tidak berada didesa 
namun diladang yang cukup jauh dari desa 

b Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 

P : Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan ? 

1-6-: Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan, ketua tim rnengUn!pulkan seluruh kertas kerja inasing-
masing anggota tim, keinudian melakukan reviu atas kerja tersebut, Ji_ka ada data yang-ku~g maka ketua 
tim akan meminta tarnbahan data kepada anggota tim yang menangani pemeriksaan tersebut, setelah data 
sudah terkumpul, ketua tim menyusun temuan sementara yang dinamakan Pokok-pokok Hasil 
Pemeriksaan (P2HP). Setelah P2HP disampaikan kepada desa, tim pemeriksa akan menunggu tanggapan 
dari desa selama 3 hari sejak terbit P2HP 

P : Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan ? 

I-6 : Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban terut:ama pertanggungjawaban keuangan, seringkali kami 
menemukan aparatur desa yang masih keliru atau tidak bisa membuat laporan keuangan karena 
keterbatasan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga waktu yang seharusnya kami gunakan 
untuk rnelakukan pemeriksaan akhirnya kami gunakan untuk memberikan pelatihan dan juga pemahaman 
mengenai cara dan langkah-langkah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 
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c 

d 

3 

P : Apakah ada kendala dalam pengumpulan data 

1-1 : Dalam pengumpulan data terkadang tim pemeriksa mengalami berbagai kendala diantaranya desa 
terlarnbat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau terdapat pertanggungjawaban yang tidak 
lengkap, dan tidak cukupnya waktu pemeriksaan karena keterbatasan personil pemeriksa 

P : Apakah terdapat LHP yang tidak terbit tepat waktu ? 

l-6 : Laporan hasil pemeriksaan sering terlambat disampaikan atau diterbitkan karena data yang kurang atau 
larnbatnya tanggapan yang diberikan oleh desa terhadap hasil pemeriksaan tim pemeriksa. Keterlambatan 
ini mengakibatkan rekomendasi yang diberikan menjadi tidak relevan lagi atau kedaluarsa karena 
waktunya yang sudah lewat 

Objektif dan menyeluruh 

P: Apakah LHP yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

1-6 : ya 

P : Apakah tim pemeriksa melakukan koordinasi sebelum menerbitkan LHP kepada desa yang diperiksa? 

1-6: Penyampaian langsung LHP kepada desa tanpa melalui pemaparan basil pemeriksaan akan berpotensi 
yang diperiksa tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam laporan, karena 
keterbatasan pengetahuan serta kompetensi anaratur desa 

Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi 

P : Apakah ada kriteria penentuan desa mana yang diperiksa? 
1-6: Tidak adanya kriteria yangjelas dalam penentuan desa, membuat masing-masing Inspektur pembantu 

wilayah tidak memiliki persepsi yang sama dalam menentukan desa, bagi desa diwilayah lain yang tahun 
sebelumnya telah diperiksa bisajadi akan diperiksa lagi pada tahun berikutnya, sementara pada saat 
diperiksa pada tahun sebelumnya telah disebutkan bahwa karena tahun sebelumnya telah diperiksa maka 
tahun berikutnya tidak akan diperiksa lagi. Dengan tidak adanya kriteria yangjelas maka dapat berpotensi 
bahwa akan terdapat desa yang selalu diperiksa setiap tahunnya dan ada juga desa yang sarna sekali tidak 
pemah diperiksa 

P: Apakah ada kriteria tentang aspek apa yang diperiksa? 

1-6 : Tidak ada kriteria tentang penentuan materi pemeriksaan serta tahun pemeriksaan 

Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten 
Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

P : Apakah pemeriksa memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit ? 

1-6 : Dari seluruh pemeriksa yang terlibat dal3Jll pengawasan ADD, hanya beberapa orang saja yang pemah -
mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan 
desa, hal ini cukup menyulitkan pemeriksa dalarn melaksanakan pemeriksaan, karena tata kelola desa 
berbeda dengan tata kelola satuan kerja pemerintah daerah 

P: Apa faktor penghambat dalam efektivitas perneriksaan ADD ? 

l-6 : Pemeriksaan tidak berfokus pada kriteria yang sarna, ada fun yang memeriksa ADD saja namun ada pula 
yang memeriksa hal-hal diluar ADD seperti penyelenggaraan pemerinahan desa, pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi aparatur pemerintahan 

P: pertanyaan dari Peneliti 
I : Informan 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

Nama lnforman (I-7) 

Jabatan 

NL 

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Desa Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulungan 

NO TRANSKRIP WA WANCARA 

1 Mekanisme pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa 

P: Sejak kapan berlakunya kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan ? 

1-7: Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun 2010 
telah melaksanakan kegiatan pemberian A lokasi Dana Desa kepada 7 4 desa yang ada di Kabupaten 
Bulungan 

P: Apa tujuan kebijakan ADD di Kabupaten Bulungan? 

1-7: Dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan ADD masyarakat dapat 
terlibat secara langsung dalam setiap proses pernbangunan didesanya 

P: Bagimanakah mekanisme penyaluran ADD ? 

1-7: Penyaluran ADD pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap, dimana tahap pertarna digunakan 
sebagian besar untuk membayar tunjangan operasional aparatur desa dan tahap kedua adalah untuk 
membiayai kegiatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan sisa dari tunjangan operasional 
aparatur desa 

P: Apakah desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ADD? 

1-7: ya 

P: Bagaimanakah bentuk pelaporan kegiatan ADD oleh desa 

1-7: ADD dianggarkan melalui APBDesa, sehingga bentuk pelaporannya adalah pelaporan pertanggungjawaban 
APBDesa, pelaporan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Tahap l dan Tahap 2, pelaporan dilakukan oleh 
TPKD dan disampaikan kepada Bupati dan BPKAD rnelalui camat setempat serta ditembuskan kepada 
BPMD. Adapun tujuan adanya pelaporan adalah untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan 

. -
pemrnunaan ADD 

P: Apakah ada batas waktu penyampaian laporan SPJ ADD? 

I-7: SP J harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dana ADD dicairkan dengan melampirkan seluruh 
bukti-bukti pengeluaran yang sah serta memadai 

P: Siapa sajakah yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan ADD? 

1-7: Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan 
melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, sedangkan tim teknis yang mengelola kegiatan ADD adalah 
TPKD pada masing-masing desa yang dibentuk oleh kepala Desa dan disetujui oleh BPD. Dalam 
pelaksanaan pembangunan desa, Masyarakat dan BPD dapat berperan dari setiap tahap kegiatan, mulai dari 
pengusulan kegiatan hingga evaluasi kegiatan 

P: Bagairnanakah bentuk pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap ADD ? 

1-7: Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Kecarnatan merniliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap 
pelaksanaan ADD didesa, secara teknis dan administrasi dengan melakukan pelatihan bagi aparatur desa 
dalam penatausahaan serta pelaksanaan kegiatan ADD, serta rnelakukan monitoring serta evaluasi secara 
berkala 
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2 

a 

b 

Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh lnspektorat Kabupaten Buluogan Dalam Mewujudkao 
Akuotabilitas Aoggaran Desa 

Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 

P: Apakah ada desa yang terlarnbat menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban ADD 

1-7: Batas akhir penyarnpaian laporan pertanggungjawaban adalah 3 (tiga) bulan sejak tahun anggaran berakhir 
artinya paling larnbat adalah bulan maret, namun ada beberapa desa yang terlarnbat menyampaikan laporan 
melebihi batas akhir tersebut 

P: Apakah ada LHP yang terlambat disampaikan kepada desa 

1-7: Laporan Hasil Pemeriksaan reguler biasanya ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(BPMD), dengan LHP tersebut, karni berusaha membantu desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
tersebut, namun karena penyarnpaian LHP yang terlarnbat, maka seringkali rekomendasi yang diberikan 
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada 

Objektif dan menyeluruh 

P: Apakah ada kendala dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan 
1-7 : Ada beberapa desa yang aparatur desanya memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan serta pemaharnan 

secara teknis maupun administrasi sehingga kesulitan dalam memaharni dan menindaklanjuti basil 
pemeriksaan tersebut 

P : pertanyaan dari Peneliti 
I : lnforman 
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Lampiran 3 

Jumlah Anggaran ADD Masing-masing Desa di Kabupaten Bulungan 
Tahon Anggaran 2016 

No 
Kecarnatan/ JumlahADD 

Desa (Rp) 

I Kee. Tanjung Selor 
1 Jelarai 1,440,259,428 

2 GunungSeriang 764,035,555 

3 Tengkapak 890,244,734 

4 Apung 988, 706,536 

5 BumiRahayu 933,945,245 

6 Gunung Sari 834,394,248 

II Kee. Tanjung Palas 
1 Antu tan 1,117,483,485 

2 Pejalin 772,403,958 

3 Gunung Putih 813,731,042 

4 Teras Nawang 750,295,099 

5 Teras Barn 756,319,813 

III Kee. Tanjung Palas Barat 
1 Long Beluah 929,748,634 

2 Long Sam 873,335,456 

3 Mara Satu 886,277,220 

4 Mara Hilir 778,086,940 

5 Long Pari - 650,325,345 

IV - Kee. Tanjung Palas Timu_r 
1 Tanah Kuning 1,011,133,901 

2 Mangkupadi 789,583,284 

3 Sajau 670,413,840 

4 Wonomulyo 701,347,140 

5 Tanjung Agung 799,294, 787 

6 Binai 796,806,245 

7 Pura Sajau 703,219,918 

8 Sajau Hilir 775,818,457 

v Kee. Tanjung Palas Utara 
1 Karang Agung 869,477,829 
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2 Ruhui Rahayu 768,418,867 

3 Ardi Mulyo 702,065,249 
4 PancaAgung 871,502,719 
5 Kelubir 748,891,393 
6 Pimping 1,098,516,063 

VI Tanjung Palas Tengah 
1 Salimbatu 1,632,860, 7 49 
2 Silva Rahayu 812,723,075 
3 Tanjung Buka 1,326,205,726 

VII Peso 
1 Long Pelban 717,475,100 
2 Long Yin 719,218,085 
3 Long Buang 721,801,851 
4 Long Lian 758,065,486 
5 Muara Pengian 690,621,188 

6 Long Peso 756,423,590 
7 LongLejuh 713, 783,802 

8 LepakAru 706,122,646 

9 Long Lasan 717,795,394 
10 Long Bia 784, 784,846 

VIII Peso Hilir 
1 Long Bang 938,985, 700 

2 Long Bang Hulu 815,332,399 

3 LongTungu 775,782,574 

4 NahaAya 816,381 ,901 

5 Long Telenjau 778,519,787 

6 Long Lembu - 684,995,682-

IX Sekatak 
1 Sekatak Buji 790,270,3 14 

2 ParuAbang 590,199,947 

3 Bunau 661,627,898 

4 Ujang 644,768,322 

5 Tenggiling 638,746,118 

6 Kelembunan 690,589,585 

7 Turung 635,159,766 

8 Terindak 661,679,502 

9 Kelising 599,295,088 
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10 Ambalat 630,911,761 

11 Keri ting 614,239,353 

12 Kendari 586, 178, 118 

13 Barn bang 588,006,940 

14 Mari tam 588, 106,564 

15 Pentian 702,573,237 

16 Punan Dulau 655,704,791 

17 Kelincauan 619 ,540,962 

18 Bekeliu 718,164,288 

19 Sekatak: bengara 696,173,513 

20 Pungit 687,870,483 

21 Anjar Arif 584,037,613 

22 Liagu 863,961,078 

x Bunyu 
1 BunyuBarat 904,399,859 

2 Bunyu Selatan 986, 753,348 

3 Bunyu Timur 805,469,804 

Jumlah Total ADD 58,498,390,263 

Jumlah Desa = 7 4 Desa 
Sumber : Badan pemberdayaan Masyarakat Desa (2016) 
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Lampiran 4 
Obyek Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 

Inspektorat Kabupaten Bulungan Tahon Anggaran 2016 

WILAYAH No OBYEK PEMERIKSAAN 

1 2 3 
1 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
2 Dinas Pendapatan Daerah 

3 Dinas Perikanan dan Kelautan 
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
5 Dinas Kesehatan 
6 Dinas Perhubungan 

WILAYAHI 
7 Sekretariat DPRD 
8 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
9 Kecamatan Sekatak 
10 Kecamatan Tanjung Palas Timur 
11 Kelurahan Tanjung Selor Hulu 
12 Kelurahan Tanjung Selor Hilir 
13 Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah 
14 ADD 2 Desa di Kecamatan Sekatak 
15 ADD 2 Desa di Kecamatan Taniung Palas Timur 

1 2 3 
1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
2 RSUD Dr. H. Soemamo Sosroadmojo 
3 Dinas Pekerjaan Umum 
4 Disperindagkop dan UKM 
5 Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Palas 

WILAYAHII 6 Badan Kepegawaian Daerah 

7 Badan Pelaksana Penyuluh Ketahananan Pangan 

8 Kecamatan Peso Hilir 

9 Kecamatan Tanjung Palas Barat 
10 Kecamatan Tanj ung Palas 

11 Kelurahan Tanjung Selor Timur 

12 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 
13 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah 

14 ADD 2 Desa di Kecamatan Peso Hilir 

15 ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Barat 

16 ADD 2 Desa Kecamatan Tanjung Palas 
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1 2 3 
1 Badan Lingkungan Hidup 
2 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
3 Dinas Pertanian 
4 Dinas Pertambangan Dan Energi 
5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

~· 

6 Dinas Sosial 
7 Kantor Pemustakaan dan Kearsipan 

WILAYAH 
8 Kecamatan Tanjung Selor 

m 9 Kecamatan Tanjung Palas Tengah 
10 Kecamatan Peso 
11 Kelurahan Tanjung Palas Tengah 
12 Kelurahan Karang Anyar 
13 Bagian Umum Sekretariat Daerah 
14 ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Selor 
15 ADD 2 Desa di Kecamatan Peso 
16 ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah 

1 2 3 
1 BAPPEDA 
2 Kantor Satpol PP 

3 Sekretariat KORPRI 
4 Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga 
5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

6 Dinas Kehutanan 

WILAYAH 7 Dinas kebersihan Pertamanan Pemakaman dan PMK 
IV 8 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 

9 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 

10 Kecamatan Bunyu _ 
1-1 ~ecamatall Tanjung Palas Dtara 
12 Kelurahan Tanjung Palas Hulu 

13 Kelurahan Tanjung Palas Hilir 

14 Bagian Humas Sekretariat Daerah 
15 Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
16 ADD 2 Desa di Kecamatan Bunyu 
17 ADD 2 Desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara 

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bulungan 
(Diolah, 2017) 
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